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MOTTO 
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(Filipi 4:6) 
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ABSTRAK 

 Penelitian ini mengkaji penggunaan baliho sebagai alat peraga kampanye dalam 

meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Purba, Kabupaten 

Simalungun, Sumatera Utara, pada Pemilihan Legislatif  Tahun 2024. Dalam konteks 

masyarakat yang masih menjunjung tinggi kedekatan emosional dan hubungan sosial 

antar warga, baliho berfungsi tidak sekadar sebagai media promosi politik visual, 

melainkan sebagai representasi simbolik dari kehadiran calon legislatif di tengah-

tengah masyarakat. Meskipun baliho sering dianggap sebagai alat komunikasi satu arah 

yang bersifat konvensional, penelitian ini menemukan bahwa baliho tetap memainkan 

peran penting dalam dinamika kampanye politik lokal, terutama di daerah yang masih 

memiliki keterbatasan dalam akses terhadap media digital dan informasi daring. 

Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, dan teknik pengumpulan data berupa 

wawancara, observasi lapangan, serta dokumentasi, terungkap bahwa baliho turut 

memengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pemilu, baik dalam bentuk 

kehadiran di kegiatan kampanye, diskusi politik, maupun keputusan untuk 

menggunakan hak pilih secara aktif. Teori yang dingunakan adalah teori komunikasi 

politik dari Dan Nimmo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baliho sebagai alat 

peraga ini masih mampu dalam mempegaruhi tingkat keterlibatan masyarakat di 

Kecamatan Purba dalam proses pemilu, baik dalam bentuk kehadiran di kegiatan 

kampanye, diskusi politik informal, maupun keputusan untuk menggunakan hak pilih 

secara aktif dan juga desa-desa yang masih minim akses jaringan internet. Dan 

berdasarkan indikator komunikator dalam skripsi ini yaitu M. Chrismes Haloho dan 

Radisna Silalahi, serta pesan politik yang menampilkan visi, misi dan simbol partai, 

media komunikasi politik dalam penelitian ini yaitu baliho sebagai sarana visual setiap 

kandidat, sasaran dalam penelitian ini yaitu masyarakat pemilih di Kecamatan Purba, 

sehingga memunculkan efek komunikasi politik yaitu peningkatan partisipasi politik 

masyarakat Kecamatan Purba. 

  

Kata Kunci: Baliho, Alat Peraga Kampanye, Komunikasi Politik, Pemilu 
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ABSTRACK 

 This research examines the use of billboards as campaign props in increasing 

community political participation in Purba District, Simalungun Regency, North 

Sumatra, in the 2024 Legislative Election. In the context of a society that still values 

emotional closeness and social relations between citizens, billboards function not just 

as a visual political promotion medium, but as a symbolic representation of the 

presence of legislative candidates in the midst of society. Even though billboards are 

often considered a conventional one-way communication tool, this research finds that 

billboards still play an important role in the dynamics of local political campaigns, 

especially in areas that still have limited access to digital media and online 

information. Through a qualitative descriptive approach, and data collection 

techniques in the form of interviews, field observations, and documentation, it was 

revealed that billboards also influence the level of community involvement in the 

election process, both in the form of attendance at campaign activities, political 

discussions, and the decision to actively exercise the right to vote. The theory used is 

Dan Nimmo's political communication theory. The research results show that 

billboards as a visual aid are still capable of influencing the level of community 

involvement in Purba District in the election process, both in the form of attendance at 

campaign activities, informal political discussions, and the decision to actively use the 

right to vote and also in villages that still lack internet network access. And based on 

the communicator indicators in this thesis, namely M. Chrismes Haloho and Radisna 

Silalahi, as well as political messages that display the party's vision, mission and 

symbols, the political communication media in this research are billboards as a visual 

means for each candidate, the target in this research is the voting public in Purba 

District, giving rise to political communication effects, namely increasing political 

participation in the Purba District community. 

 

 

Keywords: Billboards, Campaign Props, Political Communication, Elections 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Robert A. Dahl, mengemukakan bahwa pemilu merupakan komponen utama 

dalam polyarchy ( pemerintahan oleh banyak orang) sebuah bentuk demokrasi modern 

yang dicirikan oleh kebebasan berorganisasi, kebebasan berpendapat, serta keberadaan 

kompetisi yang terbuka dan adil dalam perebutan kekuasaan politik.1 Dalam kerangka 

ini, pemilu tidak sekadar mekanisme teknis untuk memilih pemimpin, tetapi juga 

menjadi arena interaksi antara masyarakat dan negara dalam membentuk kebijakan 

publik. Pemilu yang sehat dan demokratis menuntut adanya akses informasi politik 

yang memadai, kebebasan memilih tanpa tekanan, serta keberadaan lembaga 

penyelenggara yang independen. 

 Pemilihan umum artinya masyarakat beraktivitas melakukan pemilihan 

seseorang atau kelompok untuk menduduki posisi memimpin rakyat, pimpinan negara 

atau pemerintahan. Dapat diartikan pemerintah dipilih oleh rakyat. Semua penduduk 

wilayah berhak yang sama dalam memilih calon kandidat yang akan menjadi pemimpin 

mereka, dengan pemilihan umum terdapat prosedur politik dalam menerangkan 

pendapat serta tujuan masyarakat pada tahap pemilihan beberapa elemen masyarakat 

untuk dijadikan pimpinan pemerintah. Pemilu di Indonesia terus menjadi isu 

 
1 Robert A. Dahl, Democracy and Its Critics (New Haven: Yale University Press, 1989), hlm. 

220–222.  



2 
 

 
 

.kontroversial sejak era pasca-kejatuhan Orde Baru. Bahkan, keberadaan lembaga 

pengawas pemilu tidak mampu epenuhnya meredam perdebatan yang muncul terkait 

pelaksanaannya, tetapi cara-cara kampanye yang berbagai macam cara yang muncul 

untuk memperkenalkan calon kandidat yang akan melaju pada kontes demokrasi. 

 Pada 2024 Indonesia mengadakan pesta demokrasi pemilihan umum dan 

pemilihan legislatif. Berdasar pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

pemilihan umum, terdapat beberapa konsekuensi fundamental yang berpengaruh 

signifikan terhadap pelaksanaan dan hasil pemilihan legislatif.2 Indonesia 

menggunakan system proporsional terbuka, dimana masyarakat yang memilih tidak 

sekedar melakukan pilihan terhadap kelompok politik tetapi calon anggota legislatif 

yang juga dengan langsung mendatangi lokasi tempat pemungutan suara (TPS) 

terdekat. Dimana tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024 dilaksanakan pemilihan 

umum secara langsung guna menggunakan hak suaranya untuk memilih calon presiden 

dan wakil presiden  beserta calon anggota legislatif. 

 Pemilihan legislatif merupakan proses pemilihan yang dilakukan guna 

menentukan personel legislatif di tingkatan nasional, provinsi, dan kabupaten atau 

kota.pemilihan legislatif merupakan konsekuensi fundamental dalam penyelenggaraan 

demokrasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan 

 
2 Undang -Undang Tentang Pemilihan Umum, Unadang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 2017. 
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Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.3  

Perundangan tersebut menjadi suatu landasan fundamental untuk mengatur berbagai 

macam aspek tentang pilihan legislatif serta presiden dan wakil presiden mengenai 

ketentuan dasar kampanye. Hal ini memungkinkan calon anggota legislatif yang 

berasal dari kelompok politik yang sama akan saling berkompetisi, dan calon dengan 

memiliki suara terbanyak akan menang. Sehingga calon legislatif perlu berupaya keras 

dalam kampanye individual. 

Para calon anggota DPRD saling memperebutkan kursi panas terutama pada 

pemilihan legislatif, di Dapil Simalungun 1 para calon kandidat saling mengusung visi 

dan misi yang beragam. Keragaman yang terjadi mencerminkan dinamika politik lokal 

dan dapat memberikan pilihan atau informasi yang luas bagi masyarakat pemilih. 

Pelaku politik senantiasa memperhatikan tingkatan kontribusi politik oleh 

rakyat untuk memilih lembaga legislatif, yang berperan penting dalam menentukan 

hasil pemilihan. Mengingat signifikansi partisipasi ini bagi kepentingan politik, setiap 

kandidat berupaya memengaruhi keterlibatan masyarakat, salah satunya melalui 

kegiatan kampanye politik. Melalui penerapan strategi yang dirancang dalam 

kampanye, para kandidat dapat menyampaikan pesan serta visi masa depan guna 

 
3 Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Indonesia Nomor 8 

Tahun 2012. 
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membentuk opini, sikap, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung calon anggota 

DPRD. 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 mengatur 

secara rinci tata cara pelaksanaan kampanye pemilihan umum, yang mencakup atas 

pemilihan legislatif dan pilihan presiden. Peraturan ini juga mencakup penyusunan 

pedoman teknis kampanye bagi calon anggota legislatif (caleg). Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) di tingkat provinsi serta kabupaten/kota menggunakan pedoman teknis 

tersebut sebagai acuan dalam melaksanakan tahapan kampanye pemilihan anggota 

legislatif.4 Setiap pasangan calon (paslon) yang berpartisipasi dalam pemilu diwajibkan 

untuk memiliki Alat Peraga Kampanye (APK) yang pemasangannya dilakukan oleh 

KPU. Peraturan ini membatasi jumlah APK yang dapat digunakan serta bertujuan 

untuk mencegah terjadinya kampanye yang bersifat berlebihan. 

Penggunaan pesan yang disampaikan melalui strategi kampanye dapat berupa 

alat peraga. Baliho sebagai contoh dari APK akan disebarkan di tempat-tempat yang 

strategis dan ramai oleh calon-calon kandidat dan tim suksesnya di daerah masing-

masing. Termasuk yang dilakukan oleh calon anggota legislatif Dapil Simalungun 1. 

Tabel 1.1 

Daftar Calon DPRD Kabupaten Simalungun tahun 2024 

No Nama Partai 
Daftar Calon DPRD Kab. 

Simalungun 

1 PKB 7 

2 GERINDRA 9 

 
4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kamppanye 
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3 PDIP 9 

4 GOLKAR 9 

5 NASDEM 9 

6 PARTAI BURUH 1 

7 PKS 7 

8 HANURA 9 

9 PBB 2 

10 DEMOKRAT 9 

11 PSI 6 

12 PERINDO 9 

 Total 86 

 Sumber: KPU Kabupaten Simalungun 2024 

Alat peraga kampanye melalui baliho adalah Solusi yang dipergunakan untuk 

mengkampanyekan adanya pemilu. Dimana para caleg menggunakan alat peraga 

kampanye ini sebagai media dalam iklan politik.5 Meskipun metode kampanye ini 

merupakan metode tradisional tetapi para calon anggota legislatif eksekutif dalam 

menggunakan media cetak baliho sebagai salah satu alat peraga kampanye yang 

bertujuan untuk menyampaikan visi misi para calon. Faktor keunggulan baliho sebagai 

alat kampanye adalah dapat diletakkan berbagai titik Lokasi yang mana ramai warga 

melewatinya dan berbentuk gambar yang besar sehingga dapat menarik perhatian 

masyarakat. 

Alat peraga kampanye (APK) sebagai suatu sarana yang terus ditemui pada 

acara pemilu Indonesia, bisa berupa bendera, spanduk, brosur dan bendera. Isi dari 

 
  5 Hakim, Lukmanul. (2021). "Pengaruh Penempatan Baliho Kampanye Terhadap Citra Calon 

Pemimpin pada Pemilihan Umum di Indonesia." Jurnal Politik Profetik, Vol. 5(2), hlm. 123-136. 
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materi kampanye mencakup visi, misi, serta program kerja kandidat atau pasangan 

kandidat, disertai dengan elemen visual seperti gambar dan slogan. Tujuan utama dari 

pesan atau elemen visual ini adalah untuk memotivasi masyarakat agar memberikan 

dukungan suara kepada kandidat atau pasangan kandidat tersebut. 

Keberadaan baliho sebagai APK berperan besar dalam memikat ateni public 

karena sifatnya yang visual dan mudah diakses. Dengan menampilkan gambar, slogan, 

dan pesan-pesan politik, baliho diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan 

pengetahuan pemilih mengenai calon-calon yang bersaing dalam pemilihan legislatif.6 

Terlebih lagi, di era digitalisasi dan media sosial, baliho tetap menjadi menjadi alat 

peraga kampanye yang sering dingunakan, terutama di daerah Kabupaten 

Simalunguan, Kecamatan Purba, Sumatera Utara yang akses ke internetnya terbatas 

atau belum merata. 

Masyarakat Kecamatan Purba itu masih mendapatkan informasi dari media 

cetak, media digital serta APK seperti surat kabar, radio, televisi, baliho, poster, dan 

spanduk, bukan melalui para calon-calon anggota legislatifnya langsung. Mengetahui 

baliho masih sangat mempengaruhi dalam mengumpulkan suara dari masyarakat 

pedesaan sehingga para calon berlomba-lomba menggunakan motode kampanye 

tersebut. 

 
  6 Aditya, R., & Pramudya, A. (2020). Kebijakan Pemasangan Baliho Kampanye dan 

Dampaknya terhadap Tata Ruang Kota: Studi Kasus Kota Bandung. Jurnal Perencanaan Kota dan 

Wilayah, 5(1), 45-56. 
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Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah instansi yang berwenang  

memantau pelaksanaan pemilihan yang ada di Indonesia. Bawaslu berperan penting 

untuk memberikan pengawasan dan menertipkan pemasangan baliho atau alat peraga 

kampanye (APK). Terkait dengan pemasangan baliho bawaslu memiliki tugas untuk 

memastikan bahwa pemasangan APK berdasar pada tata tertib yang ditentukan KPU. 

Seperti lokasi pemasangan, ukuran dan jumlah, izin pemasangan dan lain sebagainya. 

Adapun penertipan yang dilakukan oleh bawaslu merupakan upaya 

pengawasan pemilu agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penertipan dilakukan 

Ketika ditemukan pelanggaran dalam pemasangan atau konten terkait APK selama 

masa kampanye. Dimana yang terjadi pada saat pemasangan baliho sering sekali di 

pasang sebelum tanggal yang sudah ditetapkan oleh bawaslu, sehingga masyarakat 

dapat mengetahui calon-calon presiden dan anggota legislatif lebih cepat.7 

Yang menjadi masalah pada kampanye politik dan tim suksesnya adalah dimana 

terdapat 14 desa dan hanya 4 desa yang memiliki akses jaringan yang memadai, 10 

desa lainnya masih jauh dari perkotaan sehingga akses jaringan masih sangat susah, 

ada beberapa tempat yang sama sekali tidak memiliki akses jaringan.8 Maka 

masyarakat jarang sekali menggunakan hanphone untuk melihat iklan politik bakal 

calon yang sedang bersainguntuk memperebutkan kursi panas DPRD dapil Simalungun 

 
7 Tempo. (2019). Peraturan Kampanye Pemilu: Cara Pemasangan Baliho dan Spanduk yang 

Sesuai Aturan . Diakses dari https ://tempo .co 
8 Diakses dari internet Kodepos diakses pada 23 September 2024, 

https://kodepos.cektarif.com/indonesia/desa/purba-342723  
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1. Masih terdapatnya banyak masyarakat yang apatis dan tidak tertarik terhadap politik 

dikarenakan masih rendahnya tingkat pendidikan. 

Kecamatan Purba terletak di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, dengan 

kondisi geografis yang bervariasi. Kecamatan ini meliputi atas 13 desa dan 1 kelurahan 

yang tersebar di daerah pegunungan dan perbukitan. Sehingga akses jaringan yang 

tidak merata, beberapa desa mengalami kesulitan dalam hal akses jaringan 

telekomunikasi dan internet. Meskipun beberapa desa di kecamatan ini sudah 

terjangkau oleh sinyal operator seluler, tetapi tidak semua wilayah memiliki kualitas 

sinyal yang memadai. Di desa-desa yang lebih terpencil atau berbukit, sinyal 

telekomunikasi cenderung lemah, sehingga masyarakat mengalami kesulitan untuk 

mengakses informasi yang tersedia secara online, termasuk media sosial atau portal 

berita yang dapat memberikan informasi politik. 

Tabel 1.2 

Daftar Pemilih Tetap di Kecamatan Purba Tahun 2019 Dan 2024 

No Nama Desa Daftar Pemilih Tetap 

2019 

Daftar Pemilih Tetap 

2024 

1 Purba Tongah 1.072 1.273 

2 Pematang Purba 1.605 2.083 

3 Urung Purba 1.375 1.575 

4 Purba Sipinggan 1.463 1.741 

5 Hinalang 1.602 2.001 

6 Purba Dolok 968 1.100 

7 Tano Tinggir 807 959 

8 Tiga Runggu 2.457 3.547 

9 Saribu Jandi 970 1.257 

10 Huta Raja 799 884 
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11 Bandar Sauhur 562 667 

12 Bunga Sampang 396 492 

13 Nagori Tongah 811 1.110 

14 Urung Pane 1.263 1.532 

 Total  16.150 20.221 

Sumber: KPU Kabupaten Simalungun 2024 

Berdasar pada tabel yang disajikan, menyatakan bahwasanya pemilih tetap 

paling banyak ada di desa Tiga Runggu, pada tahun 2019 sebanyak 2.457 dan pada 

tahun 2024 sebanyak 3.547. Desa Purba Tongah, pada tahun 2019 sebanyak 1.072 dan 

pada tahun 2024 sebanyak 1.273 pemilih, Desa Pematang Purba, pada tahun 2019 

sebanyak 1.605 dan pada tahun 2024 sebanyak 2.083 pemilih, Desa Urung Purba, tahun 

2019 sebanyak 1.375 dan tahun 2024 sebanyak 1.575 pemilih, Desa Purba Sipinggan, 

tahun 29019 sebanyak 1.463 dan tahun 2024 sebanyak 1.741 pemilih, Desa Hinalang 

tahun 2019 sebanyak 1.602 dan tahun 2024 sebanyak 2.001 pemilih, Desa Purba 

Dolok, tahun 2019 sebanyak 968 dan tahun 2024 sebanyak 1.100 pemilih, Desa Tano 

Tinggir, pada tahun 2019 sebanyak 807 dan tahun 2024 sebanyak 959 pemilih, Desa 

Saribu Jandi, tahun 2019 sebanyak 970 dan tahun 2024 1.257 pemilih, Desa Huta Raja, 

tahun 2019 sebanyak 799 dan tahun 2024 sebanyak 884 pemilih, Desa Bandar Sauhur, 

tahun 2019 sebanyak 562 dan tahun 2024 sebanyak 667 pemilih, Desa Bunga 

Sampang, tahun 2019 sebanyak 396 dan tahun 2024 sebanyak  492 pemilih, Desa 

Nagori Tongah, tahun 2019 sebanyak 811 dan tahun 2024 sebanyak 1.110 pemilih, 

Desa Urung Pane, pada tahun 2019 sebanyak 1.263 dan tahun 2024 sebanyak 1.532 
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pemilih. Jumlah pemilih di Kecaman Purba pada tahun 2019 sebanyak 16.150 dan 

tahun 2024 sebanyak 20.221 pemilih.9 

Tabel 1.3 

Data Partisipasi Pemilih di Kecamatan Purba Pada Tahun 2019 dan 2024 

No Nama Desa Data Partisipasi 2019 Data Partisipasi 2024 

1 Purba Tongah 713 855 

2 Pematang Purba 1.137 1.620 

3 Urung Purba 991 1.147 

4 Purba Sipinggan 1.102 1.254 

5 Hinalang 1.167 1.586 

6 Purba Dolok 606 702 

7 Tano Tinggir 427 603 

8 Tiga Runggu 1.884 3.020 

9 Saribu Jandi 636 817 

10 Huta Raja 503 538 

11 Bandar Sauhur 376 474 

12 Bunga Sampang 264 364 

13 Nagori Tongah 574 634 

14 Urung Pane 899 1.025 

 Total 11.279 14.639 

 Sumber: KPU Kabupaten Simalungun 2019 dan 2024 

 Berdasar pada tabel yang disajikan, menyatakan bahwasanya pemilih tetap 

paling banyak ada di Tiga Runggu, pada tahun 2019 sebesar 1.884 dan pada tahun 2024 

sebesar 3.020. Desa Purba Tongah pada tahun 2019 sebanyak 713 dan pada 2024 

sebanyak 855 pemilih, Desa Pematang Purba pada tahun 2019 sebanyak 1.137 dan 

pada tahun 2024 sebanyak 1.620 pemilih, Desa Urung Purba 2019 sebanyak 991 dan 

2024 sebanyak 1.147 pemilih, Desa Purba Sipinggan 2019 sebanyak 1.102 dan 2024 

 
9 KPU Kabupaten Simalungun 2024 
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sebanyak 1.254 pemilih, Desa Hinalang 2019 sebanyak 1.167 dan 2024 sebanyak 1.586 

pemilih, Desa Purba Dolok 2019 sebanyak 606 dan 2024 sebanyak 702 pemilih, Desa 

Tano Tinggir 2019 sebanyak 427 dan 2024 sebanyak 603 pemilih, Desa Saribu Jandi 

2019 sebanyak 636 dan 2024 sebanyak 817 pemilih, Desa Huta Raja pada tahun 2019 

sebanyak 503 dan 2024 sebanyak 538 pemilih, Desa Bandar Sauhur  2019 sebanyak 

376 dan  2024 sebanyak 474 pemilih, Desa Bunga Sampang pada 2019 sebanyak 264 

dan 2024 sebanyak 364 pemilih, Desa Nagori Tongah tahun 2019 sebanyak 574 dan 

2024 sebanyak 634 pemilih, Desa Urung Pane 2019 sebanyak 899 dan 2024 sebanyak 

1.025 pemilih. Jumlah keseluruhan partisipasi pemilih pada tahun 2019 dan 2024 di 

Kecamatan Purba adalah 25.918 pemilih. Partisipasi pemilih di Kecamatan Purba 

mengalami peningkatan yang cukup banyak pada tahun 2024.10 

Hal ini menjadi penting untuk diteliti karena keberadaan alat peraga kampanye 

ini dapat mempengaruhi masyarakat yang melihat papan baliho tersebut. Dimana saat 

informasi disajikan maka individu masyarakat dapat memiliki pandangan dari sejumlah 

pendapat yang disajikan. Fenomena ini disebut sebagai opini publik, namun 

karakteristiknya cenderung berlaku pada masyarakat dengan tingkat sosial ekonomi 

menengah hingga tinggi. Sebaliknya, opini yang terbentuk dapat berbeda pada 

kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah hingga menengah.  

Sebagian besar warga dengan memiliki hak suara memperoleh data terkait 

anggota DPRD dari interaksi langsung kepada para tim sukses dari pasangan calon, 

 
10 KPU Kabupaten Simalungun 2024 
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dan juga melalui alat peraga kampanye baliho. Mengetahui bahwa alat peraga 

kampanye (APK) sangat efektif maka para politisi dan tim suksesnya menggunakan 

alat peraga baliho guna mengsukseskan dalam mengkampanyekan pemilihan umum 

serta menghimpun sumber suara sebanyak mungkin. 

Penelitian yang dilakukan oleh Aris Gunawansyah (2015) membahas mengenai 

efektivitas iklan politik di media cetak harian Lampung dalam konteks pemilihan 

gubernur Lampung, khususnya pada pemilih pemula. Dalam penelitiannya, ia 

menyimpulkan bahwasanya "iklan politik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

efektivitas media cetak, terutama dalam aspek desain iklan, rekam jejak, visi-misi, 

profil, serta program kandidat." Temuan ini mengindikasikan bahwa pemilih pemula 

tidak dipengaruhi oleh pesan yang terkandung dalam iklan tersebut. Sebaliknya, 

mereka lebih terpengaruh oleh faktor eksternal, seperti frekuensi kemunculan iklan, 

lokasi penempatan iklan, serta ukuran iklan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aris Gunawansyah (2015), media 

kampanye seperti bendera, umbul-umbul, spanduk, banner, stiker, poster, buklet, 

brosur, dan sejenisnya terbukti lebih efektif dalam menyampaikan informasi kepada 

pemilih selama proses pemilu. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 

Tahun 2015 memberikan landasan yang mendukung penggunaan alat peraga kampanye 
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sebagai sarana yang dinilai efektif untuk menyampaikan pesan dari calon kepala daerah 

kepada masyarakat.11 

Studi sebelumnya yang dilaksanakan Regina Yulandari dan Zainal Abidin yang 

berjudul “Pengaruh Iklan Politik Baliho Sebagai Bagian Dari Strategi Kampanye T. 

Irwan Djohan Pada Pemilu Legislatif di Kota Banda Aceh Tahun 2014”. Salah satu 

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan baliho untuk sarana 

mengiklankan politik terbukti sangat efektif dalam membangun simpati masyarakat. 

Efektivitas ini tercapai melalui penyampaian pesan-pesan yang konstruktif, termasuk 

visi dan misi kandidat. Selain itu, baliho juga mampu merepresentasikan citra diri 

politisi, baik melalui foto, latar belakang pendidikan, maupun afiliasi partai 

pendukung. Sebagai salah satu strategi iklan politik, baliho dapat menjadi alat yang 

andal untuk mendukung keberhasilan kampanye. Namun, keberhasilan tersebut sangat 

bergantung pada strategi penempatan dan penyajian iklan yang dilakukan oleh 

kandidat.12 

Hilmi pada tahun 2014. Judul Penelitian “Analisis Semiotika pada Poster 

Kampanye Partai Politik Islam (Studi Kasus Calon Legislatif 2014 Dari PPP, PKB, 

PAN, dan PKS di Kota Semarang)” penelitian ini menemukan : bahwa poster 

 
11 Gunawahsyah, Aris. Skripsi. 2015. Efektifitas Iklan Politik Media Cetak Harian Lampung 

Tentang Pemilihan Gubernur Lampung Terhadap Khalayak Pemilih Pemula. Lampung: Universitas 

lampung. 
12Regina Yulandari dan Zainal Abidin,  Pengaruh Iklan Politik Baliho sebagai Bagian dari 

Strategi Kampanye T. Irwan Djohan pada Pemilu Legislatif di Kota Banda Aceh Tahun 2014  (Banda 

Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2014),  
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kampanye menggunakan simbol-simbol budaya, agama, dan nasionalisme untuk 

menarik simpati masyarakat. Simbol agama seperti warna hijau dan elemen visual 

Islami sering digunakan untuk menegaskan identitas partai politik Islam. Selain itu, 

teks pesan cenderung menonjolkan kesan kesederhanaan, kedekatan dengan rakyat, 

dan janji-janji politik yang religius. Selain itu, penggunaan warna dalam konteks ini 

didominasi oleh warna hijau, terutama terkait dengan PPP dan PKB. Namun, PPP 

menunjukkan keberanian lebih besar dibandingkan PKB dengan mengintegrasikan 

elemen warna merah ke dalam dominasi hijau yang mereka gunakan. Poster Denawati 

Utami Wardhani mencerminkan pertimbangan geopolitik kota Semarang yang 

memiliki basis kuat pada PDIP, sementara PAN memanfaatkan kombinasi warna 

kuning dan biru, serta perpaduan merah muda dan hijau. Adapun PKS cenderung 

menggunakan kombinasi warna putih dan kuning. Perpaduan warna yang dipilih 

dirancang agar mudah diterima secara visual, meskipun tetap mengandung potensi 

risiko tertentu.13 

Perbedaan dan kesamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang 

saya lakukan terletak pada fokus kajian. Penelitian yang dilakukan oleh Hilmi pada 

tahun 2014 memiliki perbedaan signifikan, yakni hanya menyoroti aspek bahasa visual 

(gambar) yang terdapat dalam poster kampanye sedang pada studi ini berfokus untuk 

mengkaji Bahasa visual (gambar) dan nonvisual (tagline). Pada penelitian Aris 

 
13 Hilmi, Analisis Siomatika pada Poster Kampanye Partai Politik Islam: Studi Kasus Calon Legislatif 

2014 dari PPP, PKB, PAN, PKS di Kota Semarang. 
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Gunawansyah (2015) membahas Iklan politik tidak memberikan dampak yang 

signifikan terhadap efektivitas media cetak, khususnya jika ditinjau dari aspek desain 

iklan, rekam jejak, visi-misi, profil, serta program kandidat.  Dan Adapun persamaan 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu Regina Yulandari dan Zainal Abidin 

membahas tentang baliho memiliki peran yang signifikan dalam kampanye politik 

karena kemampuannya untuk menarik perhatian publik melalui penyampaian pesan-

pesan yang konstruktif, serta pengenalan terhadap visi dan misi calon. Selain itu, baliho 

juga menjadi sarana strategis bagi politisi untuk membangun citra diri mereka dengan 

menampilkan foto, latar belakang pendidikan, dan identitas partai politik yang 

mendukung mereka, sehingga memperkuat legitimasi dan kedekatan dengan 

masyarakat. 

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa jurnal membahas 

tentang alat peraga kampanye dan iklan politik media cetak. Dimana penelitian ini 

menguatkan tentang baliho sebagai media kampanye dalam meningkatkan partisipasi 

politik masyarakat di kecamatan purba kabupaten simalungun Sumatera utara pada 

pemilihan legislatif 2024.  

Bertolak dari latar belakang dan penelitian terdahulu tersebut, maka penulis 

tertarik untuk meneliti mengenai baliho sebagai media kampanye dan analisa terhadap 

meningkatkan partisipasi politik masyarakat.  Sehingga penulis mengambil judul 

“Baliho sebagai alat peraga kampanye dalam meningkatkan partisipasi politik 
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masyarakat di Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun Sumatera Utara pada 

pemilihan legislatif tahun 2024”. 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasar pada latar belakang permasalahan yang diuraikan, peneliti mendapati 

perumusan permasalahannya yakni:  

1. Bagaimanakah penggunaan baliho sebagai alat peraga kampanye dalam 

meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Purba Kabupaten 

Simalungun Sumatera Utara pada pemilihan legislatif 2024? 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Tujuan dalam penelitian ini dengan berdasar pada perumusan permasalahan 

yang ditentukan diatas, yakni : 

1. Guna memahami dan menganalisis sejauh mana baliho sebagai alat peraga 

kampanye dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan 

Purba, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara pada pemilihan legislatif tahun 

2024. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Kebermanfaatan yang diharapkan penelitian dari penelitian ini, adalah sebagai 

berikut : 
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1. Manfaat Teoritis 

Melalui penelitian ini, Penulis berharap penelitian ini akan mengajarkan 

sesuatu yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu politik, khususnya tentang 

baliho sebagai media kampanye dalam meningkatkan partisipasi politik 

masyarakat di Kecamatan Purba pada pemilihan legislatif. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharap bisa dijadikan rujukan atau pertimbangan bagi penelitian 

selanjutnya oleh mahasiswa dan masyarakat pada umumnya, serta untuk 

memberi penulisan lebih banyak wawasan atau pengetahuan untuk memenuhi 

syarat akademik dan menyelesaikan suatu titik program studi Ilmu Politik 

Universitas Jambi. 

1.5  Landasan Teori 

Pendekatan Komunikasi Politik  

Dalam konteks sistem politik, komunikasi politik berlangsung antara pihak 

penguasa dan masyarakat, baik melalui interaksi yang berhubungan dengan kebijakan 

politik maupun melalui pemberian dukungan atau pengajuan tuntutan dari masyarakat 

kepada penguasa.14 Komunikasi politik terbentuk atas gabungan dua istilah, yakni 

"komunikasi" dan "politik." Hubungan antara kedua istilah ini dianggap sangat 

signifikan dan khas, mengingat komunikasi memiliki peran yang krusial dalam dunia 

 
14 Dan Nimmo, Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media, terj. Tjun Surjaman, 

pengantar Jalaluddin Rakhmat (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 12–60. 
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politik. Meskipun demikian, teknik komunikasi telah memberikan wawasan 

yang lebih mendalam mengenai partisipasi politik. 

Komunikasi politik mencakup seluruh bentuk komunikasi yang berlangsung 

dalam dan antar sistem politik serta hubungannya dengan lingkungan sekitarnya. 

Sementara itu, Muller memandang komunikasi politik sebagai produk dari faktor-

faktor seperti kelas sosial, proses sosialisasi, pola bahasa, dan hasil politik. Di sisi lain, 

Gallnor berpendapat bahwasanya komunikasi politik berfungsi sebagai sarana politik, 

yang terdiri atas beragam bentuk kontak sosial yang mendistribusikan data mengenai 

upaya kolektif dan hubungan kekuasaan.15 

Didasarkan pada definisi-definisi sebelumnya, komunikasi politik dapat 

dipahami sebagai penyampaian pesan yang menekankan simbol atau informasi yang 

memiliki makna penting, yang berhubungan dengan atau mempengaruhi dinamika dan 

sistem politik. Komunikasi politik jenis ini dapat mencapai audiens atau target politik 

melalui berbagai saluran media massa, terutama melalui penggunaan APK. 

Komunikasi politik mencakup atas lima komponen, yaitu pengirim 

(komunikator), pesan politik, saluran atau media politik, penerima atau audiens, serta 

dampak. Menurut Nimmo (1978),16 berbagai aspek pada komunikasi politik yakni: 

 
15Effendy, Onong U, 2005. Ilmu Komunikasi (Teori dan Praktek), Remaja Rosdakarya, 

Bandung, hlm 21-25. 
16 Dan Nimmo, Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media, terj. Tjun Surjaman, 

pengantar Jalaluddin Rakhmat (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 12–60. 
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a. Sumber (komunikator)  

Komunikasi politik melibatkan berbagai aktor dan institusi, termasuk lembaga 

legislatif, eksekutif, serta partai politik. Dengan demikian, pihak yang bertindak 

sebagai pengirim atau komunikator politik yaitu individu atau kelompok yang 

memiliki kapasitas untuk menyampaikan informasi yang relevan atau 

signifikan dalam konteks politik. Contoh komunikator politik meliputi 

presiden, menteri, anggota DPR, KPU, gubernur, bupati, wali kota, politisi yang 

mewakili partai politik, pengelola LSM, serta berbagai kelompok lain yang 

berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan.17 

b. Pesan politik  

Pesan politik merujuk pada informasi yang dapat disampaikan melalui berbagai 

bentuk, baik tertulis maupun lisan, verbal maupun non-verbal, secara eksplisit 

maupun implisit, serta disadari maupun tidak disadari, yang di dalamnya 

terkandung muatan politik. 

c. Saluran atau media politik  

Media politik atau saluran komunikasi politik merupakan perantara 

dimanfaatkan para pengirim pesan untuk menyalurkan informasi politik 

terhadap masyarakat luas. Pada konteks ini, media politik mencakup berbagai 

bentuk APK, seperti bendera, spanduk, banner, dan lain-lain.  

 
17 Ibid, hlm 15 
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d. Sasaran atau terget politik  

Kelompok target merujuk pada segmen masyarakat yang diharap memberikan 

kontribusi berupa partisipasi melalui keterlibatan aktif dalam Pemilihan 

Umum, khususnya dengan memberikan suara kepada partai politik atau 

kandidat tertentu. 

e. Pengaruh atau efek komunikasi politik  

Dampak yang diproyeksikan dari komunikasi politik ialah terbentuknya 

pengetahuan yang mendalam mengenai mekanisme pemerintahan serta 

kelompok politik, sehingga akan menstimulasi kontribusi rakyat untuk 

memberikan suara pada pemilihan umum.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 Ibid, hlm 16. 
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1.6  Kerangka Berpikir 

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir Penelitian 
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1.7  Metode Penelitian 

1.7.1 Jenis Penelitian 

 Metode yang dingunakan pada studi ini ialah pendekatan deskriptif kualitatif 

yang mana guna mengidentifikasi jawaban dugaan diawal studi serta dalam rangka 

menjadi pedoman pada tahapan yang akan diputuskan dalam rangka memberikan sikap 

atas informasi terkait baliho sebagai media kampanye untuk peningkatan kontribusi 

publik di Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun Sumatera Utara pada pemilihan 

legislatif 2024. 

 Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah berlandaskan pada filsafat, 

seperti postpositivisme dilakukan terhadap objek alamiah, pengumpulan data 

dilakukan melalui metode triangulasi atau kombinasi berbagai teknik. Proses analisis 

data bersifat induktif, di mana peneliti lebih mengutamakan pemahaman terhadap 

makna yang mendalam daripada menghasilkan kesimpulan yang bersifat generalisasi 

data kualitatif berbentuk kalimat.19 Adapun pendekatan kualitatif dipilih pada 

penelitian ini telah menggambarkan lebih jelas mengenai baliho sebagai media 

 
19 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Alfabeta, Bandung: Alfabeta, 

2010, hlm. 225 

 

 

 

 

. 
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kampanye untuk peningkatan kontribusi publik di Kecamatan Purba Kabupaten 

Simalungun Sumatera Utara pada pemilihan legislatif. 

1.7.2 Lokasi Penelitian  

 Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, 

Provinsi Sumatera Utara. Lokasi ini dipilih karena merupakan Kawasan yang memiliki 

tingkat akses jaringan internet yang cukup sulit. Kecamatan Purba menjadi daerah yang 

menerik untuk diteliti karena penggunaan balihosebagai alat peraga kampanye masih 

sangat efektif untuk memepengaruhi partisipasi politik masyarakat pada pemilihan 

legislatif. 

1.7.3 Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian dalam skripsi “Baliho sebagai alat peraga kampanye dalam 

meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Purba Kabupaten 

Simalungun Sumatera Utara pada pemilihan legislatif tahun 2024” adalah untuk 

mengeksplorasi secara mendalam dan menganalisis secara kritis peran baliho sebagai 

salah satu bentuk alat peraga kampanye (APK) dalam upaya meningkatkan partisipasi 

politik masyarakat di Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, pada Pemilihan 

Legislatif Tahun 2024. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam 

bagaimana baliho, sebagai media komunikasi politik dan juga menyoroti ejauh mana 

baliho mampu membentuk persepsi politik masyarakat, memengaruhi preferensi 

pemilih, serta mendorong keterlibatan aktif warga dalam proses pemilu, terutama di 
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wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap media digital dan 

informasi berbasis teknologi.   

1.7.4 Sumber Data 

 Ada 2 (dua) jenis yang dingunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan 

data sekunder.  

a. Data Primer 

 Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung oleh 

peneliti dari sumber asli (responden), tanpa melalui perantara. Data primer adalah data 

yang diperoleh langsung dari sumber di tempat. Data utama penelitian ini adalah data 

terkait daftar pemilih tetap yang dipelohen dari KPU, Bawaslu Kabupaten Simalungun 

dan masyarakat pemilih yang berada di dapil Simalungun 1 Kecamatan Purba. 

b. Data Sekunder 

 Data Sekunder yaitu informasi yang didapatkan dengan tidak langsung 

melalui perantara, seperti individu lain, media, atau dokumen. Data ini bersumber dari 

pihak kedua yang mendukung pengumpulan data penelitian.20 Penelitian ini 

memanfaatkan data sekunder yang didapati dari beragam sumber, termasuk dokumen, 

buku, skripsi, artikel jurnal, internet, berita daring, serta wawancara dengan Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun. 

 
20 Ibid, hlm. 225. 
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1.7.5 Teknik Penentuan Informan  

 Pada studi ini untuk menentukan informan dipergunakan metode purposive 

sampling yaitu peneliti menentukan berdasarkan individua tau kriteria tertentu yang 

sangat relevan dengan topik penelitian. Informan dipilih karena memiliki pengetahuan, 

pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan penggunaan baliho dalam kampanye 

politik. 

 Informan yang akan menjadi sumber imformasi bagi penulis dalam penelitian 

ini adalah: 

No Nama Informan Jabatan 

1 Fadly Hamdi Lubis Ketua Divisi Teknis KPU 

2 Boy Chando H. Purba Anggota Bawaslu Kab. Simalungun 

3 M. Chrismes Haloho Anggota DPRD Kab. Simalungun 

4 Radisna Silalahi Calon anggota DPRD Kab. Simalungun 

5 Ame Ovtasari Sumbayak Masyarakat Huta Raja 

6 Dominta Siboro  Masyarakat Bunga Sampang 

7 Ismail Saragih Masyarakat Purba Dolok 

8 Sriani Malau Masyarakat Urung Pane 
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1.7.6 Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam rangka mengumpulkan informasi guna kepentingan riset ini, diterapkan 

sejumlah metode berikut: 

a. Observasi 

 Peneliti melakukan observasi langsung terhadap interaksi sosial masyarakat 

Kecamatan Purba yang berkaitan dengan keberadaan baliho sebagai alat peraga 

kampanye pada Pemilu Legislatif 2024. Pengamatan mencakup respons masyarakat 

terhadap isi, posisi, dan simbol-simbol pada baliho, baik dalam bentuk perhatian visual, 

percakapan spontan, maupun sikap non verbal. Observasi ini penting untuk menangkap 

dinamika sosial politik yang tidak selalu terungkap dalam wawancara, termasuk 

bagaimana baliho membentuk persepsi publik, memicu diskusi politik, dan mendorong 

partisipasi pemilih di wilayah yang masih terbatas akses media digitalnya. 

b. Wawancara  

 Wawancara akan dilakukan dengan masyarakat Kecamatan Purba, khususnya 

individu yang memiliki perhatian, keterlibatan, atau pengalaman langsung terkait 

keberadaan baliho sebagai alat peraga kampanye dalam Pemilu Legislatif 2024. 

Tujuannya adalah untuk menggali persepsi, pandangan, serta pengalaman informan 

terhadap efektivitas baliho dalam menyampaikan pesan politik dan mendorong 

partisipasi dalam pemilihan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, dengan 

menggunakan panduan pertanyaan sebagai kerangka dasar, namun tetap memberikan 
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ruang yang fleksibel bagi responden untuk mengungkapkan opini, interpretasi, dan 

pengalaman pribadi mereka secara terbuka dan bebas.   

c. Dokumentasi 

Peneliti telah mengumpulkan data dari dokumen-dokumen terkait, seperti 

laporan kegiatan, foto, dokumen resmi pemerintah terkait pemilu dan materi-materi 

lain yang relevan untuk mendukung analisis. 

1.7.7 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data adalah metode atau langkah-langkah yang digunakan untuk 

mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan agar 

dapat menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Teknik ini 

melibatkan proses kategorisasi, pengkodean, tabulasi, atau pengelompokan data 

sehingga menghasilkan temuan yang bermakna.21 Fokus utama diarahkan pada 

efektivitas baliho dalam menjangkau masyarakat secara luas, khususnya di wilayah 

yang memiliki keterbatasan akses terhadap media digital. Selain itu, penelitian ini juga 

menelaah bagaimana keberadaan baliho di ruang publik memengaruhi kesadaran 

politik untuk mendorong keterlibatan aktif dalam proses pemilu. 

 

 

 
21 Bungin dan Burhan, Penelitian Kualitatif, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, 

hlm. 150. 
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a. Reduksi Data  

 Dalam tahap reduksi data, proses pengumpulan data bertujuan untuk 

menyederhanakan, mengabstraksi, serta mentransformasikan data mentah yang 

diperoleh melalui wawancara. Setelah tahap pengumpulan data selesai, data yang 

berkaitan dengan baliho akan mengalami proses reduksi untuk memperoleh informasi 

yang relevan terkait baliho sebagai media kampanye dalam meningkatkan partisipasi 

politik masyarakat di Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun Sumatera Utara pada 

pemilihan legislatif 2024. 

b. Penyajian Data 

 Penyajian data ialah menyusun data yang berstruktur ssesuatu yang telaah 

dirancang. Data disajikan dnegan tujuan mempermudah untuk dibaca serta 

disimpulkan.22 Melalui pencermatan sajian informasi ini akan memudahkan peneliti 

dalam mengkaji realita yang ada serta langkah yang nantinya dilaksanakan dalam  

penelitian baliho sebagai media kampanye untuk peningkatan kontribusi publik 

terhadap politik di Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun Sumatera Utara pada 

pemilihan legislatif 2024. 

 

 

 
22 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rienaka Cipta, 2008, hlm. 

123. 
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c. Penarikan Kesimpulan 

 Penarikan kesimpulan adalah tahap penutupan yang berperan kunci pada 

sebuah studi, dengan tujuannya menginterpretasikan hasil temuan dengan cara yang 

sistematis dan terstruktur. Secara khusus, kesimpulan memberikan jawaban terhadap 

perumusan permasalahan yang ditentukan pada permulaan penelitian, menyimpulkan 

temuan-temuan yang ada berkenaan dengan baliho sebagai media kampanye untuk 

peningkatan kontribusi publik terhadap politik di Kecamatan Purba Kabupaten 

Simalungun Sumatera Utara pada pemilihan legislatif 2024. 

1.7.8 Keabsahan Data (Triangulasi Data) 

 Keabsahan data dalam penelitian ini merujuk pada validitas dan keterandalan 

informasi yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara, 

observasi lapangan, dan dokumentasi. Validitas data dijaga dengan memastikan bahwa 

data yang dikumpulkan benar-benar relevan, akurat, dan merepresentasikan kenyataan 

sosial di lapangan, khususnya terkait persepsi dan respons masyarakat terhadap baliho 

sebagai alat peraga kampanye.  

 Triangulasi merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk meningkatkan 

keabsahan data dengan memadukan berbagai sumber informasi, metode pengumpulan 

data, atau sudut pandang teoretis yang berbeda. Dalam konteks penelitian ini, 

triangulasi dilakukan dengan cara menggabungkan berbagai sumber data, seperti 

wawancara dengan masyarakat, anggota KPU, anggota bawaslu dan calon legislatif 
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(baik yang terpilih maupun tidak terpilih), untuk memperoleh perspektif yang beragam 

mengenai efektivitas baliho dalam memengaruhi partisipasi politik. Triangulasi juga 

dilakukan melalui penggunaan beragam teknik pengumpulan data, seperti wawancara, 

observasi langsung terhadap interaksi sosial di Kecamatan Purba, serta dokumentasi 

visual alat peraga kampanye. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Simalungun 

  Kabupaten Simalungun adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera 

Utara, Indonesia, yang terletak di bagian timur provinsi ini. Secara administratif, ibu 

kota kabupaten ini berada di Kecamatan Raya. Kabupaten Simalungun adalah salah 

satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki karakteristik geografis, 

sosial, dan budaya yang khas.23 Terletak di wilayah dataran tinggi dengan ketinggian 

rata-rata 500-1.000 meter di atas permukaan laut, Simalungun memiliki iklim tropis 

dengan curah hujan yang cukup tinggi sehingga mendukung sektor pertanian yang 

menjadi salah satu penopang utama ekonomi daerah. 

 Simalungun adalah wilayah asal suku Simalungun yang memiliki adat istiadat 

dan tradisi yang kuat. Bahasa Simalungun digunakan sehari-hari dan menjadi identitas 

budaya masyarakat. Upacara adat seperti marsiadap (upacara adat pembersihan) dan 

berbagai tarian tradisional sering dijadikan media pelestarian budaya dan juga menarik 

wisatawan. Ekonomi Kabupaten Simalungun sebagian besar didominasi oleh sektor 

pertanian, terutama tanaman palawija, kopi, sayuran, serta perkebunan karet dan kelapa 

sawit. Selain itu, peternakan sapi juga menjadi sumber penghidupan masyarakat lokal. 

 
23 Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun, Kabupaten Simalungun dalam Angka 2023, 

(Pematangsiantar: BPS, 2023), hlm. 3. 
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Dalam beberapa tahun terakhir, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah 

(UMKM) juga mulai tumbuh sebagai upaya diversifikasi perekonomian. 

 Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten 

Simalungun, jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2024 tercatat sekitar 1.051.845 

jiwa, dengan kepadatan penduduk sekitar 237 jiwa per km². Struktur usia penduduk 

menunjukkan bahwa 66,76% berada dalam kelompok usia produktif (15–59 tahun), 

sementara 20,52% merupakan anak-anak (0–14 tahun) dan 12,73% berusia lanjut (60 

tahun ke atas). Komposisi jenis kelamin penduduk Kabupaten Simalungun pada tahun 

2025 diperkirakan sekitar 537.650 laki-laki dan 529.849 perempuan, dengan total 

keseluruhan mencapai 1.067.499 jiwa.24 (BPS Kabupaten Simalungun 2024) 

 Kabupaten Simalungun, dengan karakteristik sosial budaya yang kuat dan 

tingkat mobilitas masyarakat yang cukup tinggi, menjadi wilayah strategis dalam 

pelaksanaan kampanye politik, termasuk penggunaan baliho sebagai alat peraga 

kampanye. Baliho sebagai media visual efektif untuk menyampaikan pesan politik 

karena mudah dijangkau oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk di kecamatan-

kecamatan yang tersebar di wilayah dataran tinggi dan perbukitan seperti Simalungun. 

Mengingat masyarakat Simalungun memiliki identitas budaya yang kuat dan 

komunikasi sosial yang aktif, pemasangan baliho yang berisi visi, misi, dan program 

peserta pemilu dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman politik publik. Dengan 

 
24 Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun. Kabupaten Simalungun dalam Angka 2024. 

Pematangsiantar: BPS Kabupaten Simalungun, 2024. Diakses dari https://simalungunkab.bps.go.id/ 

pada 25 Mei 2025.  
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demikian, baliho tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga 

menjadi sarana strategis dalam mendorong partisipasi politik masyarakat, khususnya 

dalam memberikan dukungan yang lebih terarah dan sadar pada pemilihan legislatif 

dan pemilihan umum. Pemasangan baliho yang tepat di lokasi strategis di Kabupaten 

Simalungun dapat memaksimalkan jangkauan pesan kampanye sehingga 

mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih, yang pada akhirnya berkontribusi pada 

keberhasilan demokrasi di tingkat daerah. 

 Kabupaten Simalungun memiliki 32 Kecamatan dengan Ibukota dan luas setiap 

Kecamatan yang berbeda. Berikut luas daerah menurut Kecamatan di Kabupaten 

Simalungun: 

Kecamatan Ibukota Luas Area 

Silimakuta Saribu Dolok 74,16 

Pematang Silimakuta Tiga Raja 79,68 

Purba  Tiga Runggu 172,71 

Haranggaol/Horison Haranggaol 40,97 

Dolok Pardamean Dolok Pardamean 67,90 

Sidamanik  Sari Matondang 80,88 

Pematang Sidamanik Sait Butu Saribu 137,80 

Girsang Sipangan Bolon Parapat 129,89 

Tanah Jawa Pematang Tanah Jawa 174,33 

Hatonduhan  Buntu Bayu 336,26 

Dolok Parimbuan Tiga Dolok 148,62 

Jorlang Hataran Tiga Balata 93,70 

Panei Panei 77,96 

Panombean Panei Pematang Panombean 73,74 

Raya Pematang Raya 261,56 

Dolog Masagal Bah Bolon 105,77 

Dolok Silau Saran Padang 302,66 

Silau Kahean Negeri Dolok 228,74 
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Raya Kahean Sindar Raya 204,89 

Tapian Dolok Sinaksak 119,89 

Dolok Batu Nanggar Sarbelawan 106,91 

Siantar Dolok Mariawan 73,99 

Gunung Malela Dolok Malela 95,74 

Gunung Maligas Silau Bayu 51,39 

Hutabayu Raja Hutabayu 191,43 

Jawa Maraja Bah Jambi Jawa Maraja 38,97 

Pematang Bandar Pematang Bandar 88,16 

Bandar Huluan Naga Jaya I 107,33 

Bandar Pardagangan 100,69 

Bandar Masilam Bandar Masilam 91,22 

Bosar Maligas Bosar Maligas 285,43 

Ujung Padang Ujung Padang  228,49 

Simalungun Raya 4.372,50 

Tabel 2.1 Luas Kecamatan di Kabupaten Simalungun 

2.1.1 Sejarah Kabupaten Simalungun  

 Kabupaten Simalungun merupakan salah satu wilayah administratif yang 

terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Nama “Simalungun” berasal dari dua 

kata dalam bahasa daerah, yaitu “Sima” yang berarti tempat atau wilayah, dan 

“Lungun” yang berarti sepi atau sunyi. Nama ini diyakini muncul dari gambaran awal 

daerah tersebut yang dulunya berupa hutan lebat dan belum banyak dihuni manusia. 

Secara geografis, Kabupaten Simalungun memiliki letak strategis dan berbatasan 

langsung dengan beberapa kabupaten atau kota lainnya, termasuk Kota 

Pematangsiantar yang secara historis pernah menjadi pusat pemerintahan kabupaten 

ini. 

 Sebelum masuknya pengaruh kolonial Belanda, wilayah Simalungun dihuni 

oleh masyarakat asli yang menganut sistem pemerintahan tradisional berbasis kerajaan. 
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Terdapat empat kerajaan besar yang dikenal dengan sebutan "Raja Maropat", yaitu 

Kerajaan Raya, Kerajaan Purba, Kerajaan Silou, dan Kerajaan Tanoh Jawa. Masuknya 

pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-19 membawa perubahan besar terhadap 

struktur pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat Simalungun. Belanda 

menggunakan strategi politik "devide et impera" (memecah belah dan menguasai), 

serta menjalankan sistem pemerintahan tidak langsung (indirect rule) dengan 

melibatkan raja-raja lokal dalam sistem kolonial. Selain itu, Belanda juga membuka 

lahan-lahan perkebunan seperti teh, tembakau, dan karet di wilayah Simalungun, yang 

turut mendatangkan pekerja dari luar daerah, terutama dari Jawa dan Tapanuli. Hal ini 

menyebabkan terjadi percampuran budaya dan demografi di kawasan tersebut. 

 Kabupaten Simalungun dikenal sebagai daerah agraris dengan potensi besar di 

sektor pertanian dan perkebunan. Ibu kotanya, Raya merupakan pusat pemerintahan 

dan aktivitas ekonomi. Selain itu, wilayah ini dikenal memiliki lahan yang subur dan 

iklim yang sejuk menjadikan wilayah ini cocok untuk budidaya padi, jagung, sayur-

mayur, serta komoditas unggulan seperti kopi, teh, karet, dan kelapa sawit. 

2.1.2 Letak Wilayah Dan Topografi 

 Kabupaten Simalungun berada di bagian timir Provinsi Sumatera Utara, 

Indonesia. Secara geografis, wilayah ini berbatasan dengan beberapa kabupaten dan 

kota, yaitu Kabupaten Karo dan Kabupaten Dairi di sebelah barat, Kabupaten Asahan 

dan Kota Tanjungbalai di sebelah timur, Kabupaten Toba dan Kabupaten Samosir di 
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sebelah selatan, serta Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Serdang Bedagai di sebelah 

utara.  

Topografi Kabupaten Simalungun tergolong bervariasi, terdiri dari dataran 

rendah, perbukitan, hingga daerah pegunungan. Wilayah bagian timur dan utara 

umumnya berupa dataran rendah dengan ketinggian antara 0–500 meter di atas 

permukaan laut (mdpl), sedangkan wilayah bagian barat dan selatan merupakan dataran 

tinggi dan pegunungan yang mencapai ketinggian lebih dari 1.000 mdpl, terutama di 

kecamatan seperti Raya, Silimakuta, dan Sidamanik. 

Keadaan topografi ini memengaruhi iklim mikro dan pola penggunaan lahan. 

Wilayah dataran tinggi cenderung beriklim sejuk dan sangat cocok untuk perkebunan 

teh, kopi, dan hortikultura, sementara dataran rendah lebih banyak dimanfaatkan untuk 

persawahan, kebun kelapa sawit, dan pemukiman. Variasi topografi ini juga 

menjadikan Simalungun kaya akan potensi wisata alam, seperti air terjun, perbukitan, 

dan panorama Danau Toba dari dataran tinggi. 

2.2 Gambaran Umum Kecamatan Purba 

2.2.1 Letak Wilayah Geografis Kecamatan Purba 

Kecamatan Purba merupakan salah satu dari 32 kecamatan yang berada di 

wilayah administrative Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Secara 

geografis Kecamatan Purba berada di bagian Tengah timur Kabupaten Simalungun. 

Wilayah yang berbatasan langsung dengan beberapa kecamatan lain di Simalungun, 

sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pamatang Silimahuta, sebelah selatan 
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berbatasan langsung dengan Kecamatan Haranggaol Horison, sebelah timur berbatasan 

langsung dengan Kecamatan Raya dan di sebelah barat berbatasan langsung dengan 

wilayah perbukitan dan Danau Toba. Secara topografi, Kecamatan Purba didominasi 

oleh dataran tinggi dan perbukitan dengan ketinggian yang bervariasi antara 800 hingga 

1.200 meter di atas permukaan laut. Kondisi geografis ini menjadikan wilayah ini 

memiliki suhu udara yang sejuk dan tanah yang subur, sangat mendukung untuk 

kegiatan pertanian dan Perkebunan.  

 
Gambar 2.1 Peta Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun 

 

Kecamatan Purba merupakan salah satu Kecamatan yan berada di Kabupaten 

Simalungun Sumatera Utara, Indonesia, yang terletak di bagian tengah dan tenggara 

wialayah Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis, 

kecamatan ini berada di kawasan dataran tinggi Bukit Barisan, yang menjadikannya 

wilayah dengan bentuk permukaan berbukit dan suhu udara yang relatif sejuk. 

Kecamatan ini dikenal sebagai salah satu daerah yang masih kental dengan nilai-nilai 
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budaya Batak Simalungun dan memiliki ikatan sosial masyarakat yang kuat. Dengan 

luas wilayah yang kucup besar, wilayah Kecamatan Purba 172,71 km terdiri dari25: 

1. Hinalang 6,51 km (3,77) 

2. Tiga Runggu 11,00 km (6,37) 

3. Purba Tongah 10,04 km (5,81) 

4. Pematang Purba 24,34 km (14,09) 

5. Purba Sipinggan 12,43 km (7,20) 

6. Urung Purba 15,27 km (8,84) 

7. Tano Tinggir 5,49 km (3,18) 

8. Purba Dolok 4,76 km (2,76) 

9. Saribu Jandi 25,20 km (14,59) 

10. Huta Raja 32,20 km (18,64) 

11. Nagori Tongah 6,31 km (3,65) 

12. Urung Pane 10,88 km (6,30) 

13. Bunga Sampang 2,43 km (1,41) 

14. Bandar Sauhur 5,86 km (3,40) 

(BPS Kabupaten Simalungun 2024) 

Kecamatan Purba terletak pada ketinggian 751-1.400 meter di atas permukaan 

laut dengan jarak ±19 km dari Ibukota Kabupaten Simalungun. Luas wilayah 

 
25Pemerintah Kabupaten Simalungun, Sejarah dan Profil Kabupaten Simalungun, 

(Simalungun: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun, 2022), hlm. 4–6. 
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Kecamatan Purba adalah 172,71 km2 dengan kepadatan penduduk rata- rata 140 Jiwa 

Km2. Kecamatan Purba berbatasan langsung dengan kecamatan yaitu di Sebelah Utara 

Kecamatan Dolok Silou, Sebelah Selatan Kecamatan Dolok Pardamean, Sebelah Barat 

Kabupaten Silimakuta, Sebelah Timur Kecamatan Raya. Kecamatan Purba ini 

memiliki lahan yang sangat subur untuk bidang pertanian dan perkebunan. 

Penduduknya mayoritas masyarakat Kecamatan Purba didominasi oleh suku 

Simalungun, namun juga terdapat suku-suku lain seperti Karo, Toba, Jawa, dan 

Tionghoa, yang menunjukkan keragaman budaya dan sosial di wilayah ini. Yang 

Sebagian besarnya bekerja sebagai petani atau di sektor Perkebunan. Sektor ekonomi 

utama meliputi padi, jangung, jeruk, sayuran dan lainnya. (simalungunkab.bps.go.id) 

Di Kecamatan Purba, penggunaan baliho sebagai alat peraga kampanye dan 

promosi menunjukkan dominasi yang signifikan dibandingkan media kampanye 

lainnya. Baliho yang berukuran besar dan mudah terlihat dari jarak jauh, banyak 

ditemukan di titik-titik strategis seperti simpang jalan, dekat pusat pemerintahan 

nagori, pasar tradisional, dan kawasan perlintasan utama. 

2.2.2 Profil Kependudukan Kecamatan Purba 

Kecamatan Purba, yang terletak di Kabupaten Simalungun, memiliki jumlah 

penduduk sebanyak 29.776 jiwa pada tahun 2023, dengan kepadatan penduduk sebesar 

172,40 km2. Nagori atau kelurahan yang terpadat di Kecamatan ini adalah Kelurahan 

Purba yang dihuni 463,18 pendududuk per kilometer perseginya. Nagori atau desa 

Bunga Sampang merupakan desa terkecil di kecamatan ini. Sementara itu, kepadatan 
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penduduk di Nagori atau Desa Huta Raja sebanyak 43,29 orang per kilometer persegi. 

Yang terdiri dari sekitar 15.036 laki-laki dan 14.740 perempuan, Penduduk Kecamatan 

Purba tersebar di 14 desa/kelurahan, dengan jumlah penduduk terbanyak terdapat di 

Tiga Runggu yang mencapai 5.095 jiwa, diikuti oleh Pematang Purba dengan 3.215 

jiwa. 

Desa/Kelurahan Penduduk 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

Hinalang 1.441 1.442 2.883 

Tiga Runggu 2.600 2.495 5.095 

Purba Tongah 916 882 1.798 

Pematang Purba 1.648 1.567 3.215 

Purba Sipinggan 1.238 1.248 2.486 

Urung Purba 1.197 1.167 2.364 

Tanoh Tinggir 702 648 1.350 

Purba Dolok 817 842 1.659 

Saribu Jandi 913 860 1.773 

Huta Raja 707 687 1.394 

Nagori Tongah 876 883 1.759 

Urung Pane 1.165 1.214 2.379 

Bunga Sampang 345 340 685 

Bandar Sauhur 471 465 936 

Purba 15.036 14.740 29.776 

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Purba 

Sebagian besar penduduk Kecamatan Purba berada pada rentang usia produktif, 

yakni 15 hingga 59 tahun, yang merupakan kelompok usia potensial dalam partisipasi 

politik maupun keterlibatan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Proporsi usia 

produktif ini menggambarkan tingginya kapasitas tenaga kerja serta potensi audiens 

aktif dalam proses kampanye politik di daerah tersebut. Sementara itu, kelompok usia 

muda (0–20 tahun) juga cukup besar, menunjukkan tingginya tingkat ketergantungan 
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dan perlunya pendekatan edukatif dalam menyampaikan pesan politik ke keluarga 

secara keseluruhan. 

Sebaran penduduk Kecamatan Purba tersebar di berbagai desa dengan tingkat 

kepadatan yang beragam, tergantung pada faktor geografis dan ketersediaan 

infrastruktur. Beberapa desa yang berada di daerah dengan akses terbatas terhadap 

jaringan komunikasi digital menjadikan media tradisional, seperti baliho, tetap relevan 

dan efektif sebagai sarana penyampaian pesan politik. Selain itu, keberagaman etnis 

yang terdiri dari suku Simalungun, Batak Toba, Karo, Jawa, dan etnis lainnya 

menciptakan dinamika sosial yang khas, di mana kedekatan emosional, hubungan 

kekeluargaan, dan interaksi komunitas menjadi kunci dalam proses komunikasi politik. 

Secara etnis, masyarakat Kecamatan Purba didominasi oleh suku Simalungun, 

namun juga terdapat suku-suku lain seperti Karo, Toba, Jawa, dan Tionghoa, yang 

menunjukkan keragaman budaya dan sosial di wilayah ini. Dari segi agama, mayoritas 

penduduk memeluk agama Kristen, diikuti oleh Islam dan Buddha. Kecamatan Purba 

terdiri dari 14 desa dan nagori, yang menjadi unit pemerintahan terkecil. Sebagian besar 

penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, khususnya di sektor pertanian 

hortikultura, seperti jagung, sayuran, buah-buahan dan kopi. 

Baliho memiliki peran yang cukup dominan dalam dinamika politik di 

Kecamatan Purba. Sebagai salah satu alat peraga yang sangat mudah untuk dikenali, 

baliho ini dingunakan secara luas oleh para calon anggota legislatif untuk 

menyampaikan visi, misi, serta citra diri mereka kepada masyarakat. Penempatan 
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baliho di titik-titik strategis seperti pasar, persimpangan jalan, dan pusat keramaian 

desa menjadi sarana komunikasi politik yang efektif. Masyarakat Kecamatan Purba 

yang memiliki latar belakang agraris menunjukkan respons positif terhadap kampanye 

berbasis visual ini. Baliho dengan desain yang menarik dan pesan yang jelas mampu 

menarik perhatian warga, bahkan masyarakat yang belum aktif mengikuti proses 

politik. 

2.2.3 Kondisi Sarana dan Prasarana Kecamatan Purba 

 Di Kecamatan Purba, jaringan telekomunikasi seluler belum merata. Beberapa 

area masih mengalami blank spot, terutama di daerah perbukitan dan pedesaan, yang 

menyebabkan sinyal telepon seluler tidak stabil atau bahkan tidak tersedia. Hal ini 

menghambat akses masyarakat terhadap layanan komunikasi digital dan internet. 

Kondisi sarana dan prasarana jaringan internet di Kecamatan Purba, Kabupaten 

Simalungun, secara umum masih tergolong terbatas dan belum merata di seluruh 

wilayah desa. Meskipun beberapa desa yang berada di pusat kecamatan atau di jalur 

utama telah terjangkau oleh jaringan internet berbasis seluler dan sinyal 4G, sebagian 

besar desa lainnya, terutama yang berada di daerah perbukitan atau pelosok, masih 

menghadapi keterbatasan akses sinyal yang stabil. Banyak wilayah yang hanya 

memiliki jaringan 2G atau bahkan blank spot, sehingga masyarakat sulit untuk 

mengakses layanan digital secara optimal, baik untuk kebutuhan pendidikan, ekonomi, 

maupun informasi politik. Keterbatasan ini tidak hanya berdampak pada kualitas 
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komunikasi masyarakat dengan dunia luar, tetapi juga secara langsung memengaruhi 

efektivitas penyebaran informasi selama masa kampanye pemilu. 

 Menurut publikasi Podes/BPS Kabupaten Simalungun tahun 2022, setiap 

nagori di Kecamatan Purba umumnya memiliki: 

• Kantor Pos atau layanan ekspedisi, meski jumlahnya bervariasi antar nagori. 

• Tower/BTS seluler, yang berfungsi menyuplai sinyal telepon dan data seluler. 

• Operator layanan seluler terjangkau, tergantung lokasi; beberapa nagori 

memiliki akses ke sinyal 2G–4G, sementara nagori lain masih terbatas. 

• Distribusi radio lokal dan televisi nasional cenderung bersifat sporadis, tidak 

merata setiap nagori, karena faktor topografi dan fasilitas infrastruktur yang 

terbatas 

Kantor Pos / Jasa Ekspedisi Tersedia di beberapa nagori, umumnya 

pusat pelayanan administrasi desa . 

Tower/BTS Seluler Ditemukan di sebagian nagori; cakupan 

sinyal bergantung pada topografi dan 

lokasi menara. 

Layanan Operator Seluler Nagori dengan tower memiliki sinyal 2G-

4G; nagori terisolasi masih mengalami 

blank spot 

Sinyal Radio & Televisi Ada akses siaran, namun tidak 

menyeluruh; beberapa nagori sulit 

menerima sinyal dengan jelas 

Tabel 2.3 Perbandingan Fasilitas Antar Desa 

 

 Data dari BPS menunjukkan bahwa prasarana komunikasi di Kecamatan Purba 

belum merata. Keberadaan tower seluler dan layanan pos tidak menjangkau setiap 
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nagori secara optimal. Jangkauan siaran radio dan televisi pun terbatas tergantung 

kondisi geografis. Dengan kondisi tersebut, alat kampanye tradisional seperti baliho 

tetap menjadi media utama dalam menyampaikan informasi publik dan politik di 

wilayah ini. Keterbatasan akses terhadap teknologi komunikasi dan penyiaran digital 

di Kecamatan Purba menjadikan baliho sebagai media komunikasi yang efektif dan 

efisien untuk menjangkau masyarakat. Penggunaan baliho memungkinkan informasi 

disampaikan secara langsung dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat, tanpa 

bergantung pada infrastruktur digital yang belum merata. 

2.3 Gambaran Pemilihan Umum 2024 di Kecamatan Purba Kabupaten 

Simalungun 

 Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 merupakan momentum penting dalam 

kehidupan demokrasi Indonesia, yang dilaksanakan secara serentak untuk memilih 

Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, serta DPRD 

Kabupaten/Kota. Dalam skala lokal, Pemilu juga menjadi barometer tingkat partisipasi 

politik masyarakat serta cerminan dari kualitas demokrasi di daerah. Kecamatan Purba, 

yang terletak di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, turut ambil bagian 

dalam agenda nasional ini. 

 Kecamatan Purba merupakan wilayah perbukitan yang terdiri dari berbagai 

desa atau nagori, dengan komposisi penduduk yang mayoritas berprofesi sebagai 

petani, buruh tani, dan pedagang kecil. Secara sosial, masyarakatnya masih sangat 

terikat pada struktur kekerabatan, adat istiadat, dan tokoh lokal. Faktor-faktor ini 
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berperan besar dalam membentuk perilaku politik masyarakat, termasuk dalam proses 

pengambilan keputusan saat pemilu. Dalam konteks ini, pemilu tidak hanya dilihat 

sebagai mekanisme politik formal, tetapi juga sebagai ruang sosial tempat 

berlangsungnya dinamika hubungan antara masyarakat, tokoh adat, partai politik, dan 

calon legislatif. 

 Pemilu 2024 di Kecamatan Purba dilaksanakan dalam kondisi yang relatif aman 

dan tertib. Namun, tantangan tetap muncul, terutama terkait partisipasi pemilih yang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi geografis yang sulit dijangkau, tingkat 

pendidikan politik masyarakat yang masih terbatas, serta tingginya angka perantauan 

warga yang bekerja atau menempuh pendidikan di luar daerah. Hal ini menyebabkan 

sebagian pemilih tidak dapat menggunakan hak suaranya secara optimal. 

 Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Simalungun dibagi ke dalam 

enam Daerah Pemilihan (Dapil) untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten. 

Pembagian dapil ini didasarkan pada pertimbangan jumlah penduduk, luas wilayah, 

dan pemerataan keterwakilan politik. Dapil Simalungun 1 mencakup wilayah 

kecamatan Raya, Raya Kahean, Pamatang Silimahuta, Purba, Silimakuta, Dolok Silau, 

dan Haranggaol Horison. Wilayah ini umumnya berada di dataran tinggi dan memiliki 

karakteristik masyarakat yang masih sangat erat dengan adat istiadat, serta menjadi 

salah satu basis kuat partisipasi politik berbasis kekerabatan dan tokoh lokal. 

 Sementara itu, Dapil Simalungun 2 terdiri atas kecamatan Pane, Jorlang 

Hataran, Girsang Sipangan Bolon, Sidamanik, dan Dolok Pardamean, yang sebagian 
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berada di kawasan wisata Danau Toba dan memiliki penduduk yang heterogen secara 

etnis dan profesi. Dapil Simalungun 3 meliputi Panei, Panombeian Panei, dan Purba 

Dolok merupakan wilayah pertanian dengan komunitas pedesaan yang kuat. 

Kemudian, Dapil Simalungun 4 terdiri atas Bandar Huluan, Dolok Batu Nanggar, 

Ujung Padang, dan Tapian Dolok. Wilayah ini merupakan ko mbinasi antara kawasan 

pertanian dan pemukiman semi-perkotaan yang berkembang. 

 Dapil Simalungun 5 mencakup Bandar Masilam, Bandar, Bosar Maligas, dan 

Ujung Serdang wilayah dengan kepadatan cukup tinggi dan aktivitas ekonomi yang 

dinamis, termasuk industri kecil dan perdagangan. Terakhir Dapil Simalungun 6 

meliputi kecamatan Gunung Malela, Gunung Maligas, Hatonduhan, Jawa Maraja Bah 

Jambi, Tanah Jawa, dan Hutabayu Raja. Dapil ini merupakan wilayah dataran rendah 

dengan pertumbuhan pembangunan yang pesat dan penduduk yang relatif padat. 

Secara keseluruhan, keenam dapil ini merepresentasikan keragaman geografis, 

sosial, dan budaya yang ada di Kabupaten Simalungun. Total kursi DPRD yang 

diperebutkan di tingkat kabupaten berjumlah 50 kursi, yang distribusinya disesuaikan 

dengan jumlah penduduk dan karakteristik masing-masing dapil. Pembagian dapil ini 

menjadi dasar penting dalam strategi pemenangan partai politik dan calon legislatif di 

tingkat lokal. 

Pada Pemilihan Umum 2024, Daerah Pemilihan (Dapil) Simalungun 1 yang 

mencakup Kecamatan Purba, Raya, Raya Kahean, Pamatang Silimahuta, Silimakuta, 

Haranggaol Horison, Dolok Silau, Silou Kahean, dan Dolok Masagal — menjadi salah 
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satu dapil yang cukup kompetitif di Kabupaten Simalungun. Berdasarkan Daftar Calon 

Tetap (DCT) yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum, terdapat sekitar 86 hingga 89 

calon legislatif yang bertarung memperebutkan 9 kursi DPRD Kabupaten Simalungun 

dari dapil ini. Para calon tersebut berasal dari sedikitnya 11 partai politik, dengan setiap 

partai umumnya mengajukan antara 4 hingga 9 calon sesuai kuota maksimal. 

Selain itu, dalam Pemilu Legislatif, Kecamatan Purba masuk ke dalam Daerah 

Pemilihan (Dapil) Simalungun I Kabupaten Simalungun, yang menjadi medan 

persaingan bagi partai politik dan calon legislatif tingkat kabupaten. Keberadaan alat 

peraga kampanye (APK), khususnya baliho, sangat menonjol di wilayah ini. Baliho 

tidak hanya berfungsi sebagai media promosi calon, tetapi juga menjadi alat 

komunikasi visual yang berusaha membangun kedekatan psikologis antara calon 

legislatif dan masyarakat. Keberhasilan kampanye dalam bentuk baliho sering kali 

ditentukan oleh faktor lokalitas, kedekatan kultural, dan kekuatan jaringan sosial di 

desa-desa. 

Berdasarkan data resmi Pemilihan Umum Tahun 2024, jumlah Daftar Pemilih 

Tetap (DPT) di Kecamatan Purba tercatat sebanyak 20.221 pemilih yang tersebar di 

empat belas nagori. Terdapat variasi jumlah pemilih yang cukup mencolok antar 

nagori, di mana Nagori Tiga Runggu menjadi wilayah dengan jumlah pemilih 

terbanyak yaitu 3.547 orang, sementara nagori dengan jumlah pemilih paling sedikit 

adalah Bunga Sampang dengan 492 orang. 
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Nama Desa 
Jumlah DPT 

2019 

Jumlah DPT 

2024 

Purba Tongah 1.072 1.273 

Pematang Purba 1.605 2.083 

Urung Purba 1.375 1.575 

Purba Sipinggan 1.463 1.741 

Hinalang 1.602 2.001 

Purba Dolok 968 1.100 

Tano Tinggir 807 959 

Tiga Runggu 2.457 3.547 

Saribu Jandi 970 1.257 

Huta Raja 799 884 

Bandar Sauhur 562 667 

Bunga Sampang 396 492 

Nagori Tongah 811 1.110 

Urung Pane 1.263 1.532 

Total 16.150 20.221 

Tabel 2.3 Jumlah DPT Kecamatan Purba 

 Kecamatan Purba, sebagai wilayah yang sebagian besar terdiri dari area 

pedesaan dan perbukitan di Kabupaten Simalungun, masih menghadapi keterbatasan 

dalam hal infrastruktur komunikasi modern. Jaringan telepon seluler di beberapa 
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bagian kecamatan belum merata, dengan area blank spot yang mengakibatkan sinyal 

seringkali lemah atau bahkan tidak tersedia secara konsisten. Begitu pula dengan akses 

internet yang masih terbatas, baik dari segi kecepatan maupun ketersediaan jaringan 

4G atau 5G. Hal ini menyebabkan penggunaan media digital untuk kampanye politik 

atau penyebaran informasi publik masih belum efektif menjangkau seluruh 

masyarakat. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 Baliho Sebagai Alat Peraga Kampanye Calon Anggota Legislatif Pada 

Pemilihan Umum Di Kecamatan Purba Tahun 2024 

Pemilihan umum secara langsung dipandang sebagai tolak ukur kadar 

demokrasi lokal suatu Negara. Pemilu secara langsung dipandang sebagai mekanisme 

rekrutmen politik yang demokratis yang lebih banyak memberikan peluang partisipasi 

yang lebih besar kepada masyarakat untuk menentukan para pemimpinya. Mekanisme 

rekrutmen politik melalui pemilu secara langsung memerlukan adanya partisipasi 

masyarakat dalam proses pemilihan anggota Legislatif.26 Sebagai Upaya untuk 

mensosialisasikan serta mengenalkan calon kandidat anggota legislatif kepada 

masyarakat secara luas, alat peraga kampanye merupakan suatu alat yang sangat efektif 

untuk dingunakan.  

Dalam konteks komunikasi politik modern, alat peraga kampanye (APK) 

dipahami sebagai salah satu bentuk media komunikasi politik visual yang secara 

strategis digunakan oleh kandidat maupun partai politik untuk menyampaikan berbagai 

pesan politik kepada khalayak luas, terutama pemilih. APK tidak hanya berfungsi 

sebagai penanda visual keberadaan kandidat dalam ruang publik, tetapi juga sebagai 

simbol representasi politik yang membentuk persepsi dan kesan awal masyarakat 

 
26 Adman Nursal, Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2004), hlm. 263. 
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terhadap figur calon legislatif. Bentuk APK sangat beragam, mencakup baliho, 

spanduk, umbul-umbul, poster, flayer, hingga banner digital, yang masing-masing 

memiliki karakteristik tersendiri dalam hal jangkauan, durasi tampilan, dan tingkat 

efektivitas dalam menarik perhatian masyarakat. Misalnya, baliho yang berukuran 

besar dan diletakkan di tempat strategis mampu menciptakan kesan otoritatif dan 

dominan, sedangkan flayer dan poster lebih fleksibel dan mudah disebarkan secara 

langsung dari pintu ke pintu. 

Menurut Cangara, media komunikasi politik seperti APK memiliki tiga fungsi 

utama: menyebarluaskan informasi politik, membentuk opini publik, serta 

mempengaruhi perilaku politik pemilih. Dengan demikian, APK tidak hanya sekadar 

alat promosi visual, tetapi merupakan instrumen penting dalam dinamika demokrasi 

elektoral yang berfungsi membangun komunikasi dua arah secara tidak langsung antara 

kandidat dan masyarakat pemilih.27 

Dalam konteks Pemilu Legislatif 2024, khususnya di wilayah pinggiran seperti 

Kecamatan Purba, yang masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam akses 

terhadap media digital dan infrastruktur informasi modern, keberadaan APK menjadi 

sangat vital. APK berperan sebagai media utama yang mampu menjangkau masyarakat 

secara langsung dan konsisten, khususnya kalangan masyarakat desa, lansia, atau 

kelompok marginal yang belum terakses media sosial dan internet secara merata. 

 
27 Firmanzah, Marketing Politik, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 2007. Hal. 102 
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Selain itu, karena APK hadir secara fisik di ruang-ruang publik seperti di depan 

rumah ibadah, pasar tradisional, jalan utama, dan pusat-pusat kegiatan warga, ia 

memiliki keunggulan dalam membangun eksposur visual yang terus-menerus. Dengan 

demikian, pesan politik yang dibawa melalui APK lebih mudah tertanam dalam ingatan 

kolektif masyarakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat keterlibatan dan 

partisipasi politik dalam pemilu. 

Secara kondisonal selain berfungsi dalam memberikan pemahaman tentang 

keberadaan suatu produk, alat peraga kampanye sekaligus menjadi “mediasi dalam 

melihat para calon kandidat untuk secara suka rela memberi partisipasi memilih atau 

mencoblos siapa pemimpin yang cocok jadi pemimpin yang layak bagi masyarakat”. 

Artinya, melalui alat peraga kampanye yang disosialisasikan oleh KPU Kabupaten 

Simalungun memberikan visi misi dan nama para calon kandidat (termasuk alat peraga 

kampanye dengan isi pesan politik) diupayakan agar kebutuhan pemilih dapat dicapai. 

Sebagaimana Rogers dan Storey mendefinisikan kampanye sebagai “serangkaian 

tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu 

pada sejumlah khalayak yang diakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu 

tertentu” KPU Kabupaten Simalungun mengklasifikasikan baliho atau alat perega 

kampanye pada Undang-undang No. 8 Tahun 2012 menyebutkan kampanye dapat 

dilaksanakan melalui pemasangan alat peraga. Ketentuan tersebut menjadi fokus 

peneliti karena baliho menjaadi salah satu alat peraga yang dinilai sangat berpengaruh 

terhadap partisipasi masyarakat disamping fasilitas kampanye lainnya. Alat peraga 
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kampanye diatur dalam PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) No. 15 Tahun 

2023 tentang pencalonan pemilihan Presiden Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRD 

provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD yaitu baliho, spanduk dan umbul-umbul. 

Hal ini disampaikan oleh Bapak Fadly Hamdi Lubis sebagai berikut: 

Penggunaan baliho sebagai alat peraga kampanye dalam Pemilu 2024 diatur 

secara rinci dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 

Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu. Pemasangan baliho harus mengikuti 

ketentuan yang ditetapkan oleh KPU bersama pemerintah daerah dan Bawaslu, 

baik dari segi jumlah, ukuran, maupun lokasi pemasangan. Baliho dilarang 

dipasang di tempat-tempat terlarang seperti rumah ibadah, fasilitas pemerintah, 

lembaga pendidikan, dan tempat umum yang membahayakan. Selain itu, 

peserta pemilu hanya diperbolehkan memasang baliho di lokasi yang telah 

ditentukan dalam zona kampanye visual. KPU juga memberikan fasilitas baliho 

secara terbatas kepada setiap peserta pemilu, dengan desain yang harus 

diserahkan paling lambat lima hari sebelum masa kampanye dimulai.28 

 

Setiap penyelenggaraan pemilihan, para kandidat atau calon anggota legislatif 

yang berjuang di pesta lima tahunan tersebut selalu menyiapkan berbagai strategi 

dalam menggaet massa untuk memilihnya di hari pencoblosan. Berbagai cara dan 

upaya dikerahkan, demi satu suara dari tiap individu yang ada di lingkup masyarakat. 

Strategi kampanye memiliki beragam macam bentuk baik fisik maupun non fisik 

dibayar maupun tidak dibayar.  

 

 

 
28 Wawancara dengan Fadly Hamdi Lubis , anggota KPU Kabupaten Simalungun, Kecamatan 

Purba, pada tanggal 17 Februari 2025 di Kantor KPU Simalungun. 
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Gambar 3.1 Baliho Calon Anggota Legislatif 

3.1.1 Komunikator Politik 

Proses penempatan alat peraga kampanye merupakan suatu bentuk yang 

menggunakan pendekatan-pendekatan finansial, dimana biaya akan dikeluarkan oleh 

kandidat untuk memproduksi alat iklan seperti baliho sendiri, dalam proses desain, 

produksi baliho, dan penempatan di berbagai tempat yang telah ditentukan, terutama 

di Lokasi-lokasi yang dinilai strategis. Strategi ini mengutamakan pembentukan citra 

positif dari sosok kandidat dimana simbol dan gambar/desain dimaksimalkan sebaik 

mungkin serta harus dapat membangkitakan sentiment antar pemilih dengan kandidat 

calon. Pemilih cenderung memilih kontestan yang memiliki arah yang sama dengan 

yang merekan rasakan.  

Begitupun jika dilihat dari praktik pemasangan dan penempatan baliho sebagai 

alat peraga kampanye yang dilakukan oleh kandidat legislatif Kabupaten Simalungun, 
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dapat dilihat bahwa baliho sebagai alat peraga kampanye masih merupakan unsur 

penting dalam proses strategi pemenangan kandidat. Bedasarakan hasil wawancara dari 

narasumber yang merupakan anggota DPRD yang menang dan calon anggota DPRD 

yang kalah dalam Pileg 2024 Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun yaitu M. 

Crismes Haloho merupakan kandidat yang saat ini menduduki kursi anggota DPRD 

Kabupaten Simalungun yang berasal dari Partai Golongan Karya (Golkar), Radisna 

silalahi merupakan kandidat yang kalah bersaing duntuk merebutkan kursi panas 

anggota DPRD berasal dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). menyatakan bahwa 

penempatan atau pemasangan baliho sebagai APK masih sangat efektif dalam 

penginformasian diri mereka kepada khalayak pemilih. Keduanya kompak akan 

statement masih pentingnya baliho dalam proses kampanye. 

Gambar 3.2 alat peraga kampanye calon legislatif 

Hal ini disampaikan oleh Bapak M. Crismes Haloho, yang menyatakan: 

Menurut saya baliho sebagai APK masih diperlukan dalam pesta demokrasi, 

saya melihat walaupun kadang terkesan semrawut, namun keberadaanya 

menjadi ujung tombak para caleg dalam memperkenalkan dirinya serta menjadi 

pendidikan politik kepada masyarakat. Coba jikalau baliho tidak ada, 
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bagaimana masyarakat dapat mengetahui seseorang kandidat mencalonkan diri, 

bagaimana saya misalnya dapat mendapatkan suara dari masyarakat.29 

 

Senada dengan pernyataan diatas, menurut Radisna Silalahi keberadaan Apk 

tidak dapat dikesampingkan dalam proses politik para kandidat pemilu, berikut kutipan 

wawancaranya: 

Ya kita tentu masih memerlukannya, khususnya kami dari Partai Solidaritas 

Indonesia memang ini menjadi bagian dari strategi partai untuk 

memperkenalkan kandidat di tengah masyarakat, kita tidak dapat menafikan 

keberadaan baliho sebagai APK walaupun perkembangan jaman semakin maju. 

Dan juga saya sebagai calon legislatif yang kalah masih sangat memerlukan 

strategi dalam menggunakan baliho, spanduk sebagainalat peraga kampanye 

saya jikalau saya mencalon di pemilu yang akan datang.30  

 

 Terdapat penemuan menarik dari hasil wawancara di lapangan, penempatan 

APK seperti baliho atau spanduk di jalan-jalan atau tempat-tempat umum lainnya 

menjadi tolak ukur masyarakat dalam menilai keseriusan seseorang kandidat dalam 

menghadapi pemilihan. Seperti penyataan dari Ismail Saragih masyarakat Purba Dolok, 

Kecamatan Purba, dia berujar semakin banyaknya APK dari sosok kandidat maka caleg 

itu serius tidak main-main dalam menghadapi pemilihan. Berikut hasil wawancaranya:  

Kadang kita melihat, bahwasanya ada calon terkadang tidak pasang baliho atau 

spanduk, jangankan itu, terkadang kartu nama aja tidak ada dibagi-bagi kepada 

kami masyarakat, kan tidak sreg dilihat. Bagaimana akan ada hasil jakalau tidak 

ada usaha, dari segi itu saja kita menilai kalau keseriusan seseorang caleg itu 

sendiri dalam menghadapi pemilihan. 

 

 
29 Wawancara Bersama bapak Drs.M Chrismes Haloho, anggota DPRD terpilih di Kabupaten 

simalugun, pada tanggal 10 Februari 2025. 
30Wawancara Bersama ibu Radisna Silalahi, calon anggota legislatif Kabupaten Simalungun, 

pada tanggal 15 Februari 2025.  
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Stategi penempatan dan prosuksi baliho juga merupakan hal menarik dimana 

para kandidat memiliki cara dan strategi masing-masing. Penempatan pendistribusian 

dilakukan secara seksama serta cermat, bedasarkan wawancara yang dilakukan kepada 

calon anggota legislatif dalam Pileg 2024, maka berikut bebrapa strategi yang 

dilakukan para calon legislatif tersebut dalam proses pemasangan alat peraga 

kampanye agar lebih efektif: 

1. Pemetaan awal terhadap masyarakat 

Dalam hal ini para kandidat menilai dan melakukan survei terhadap kondisi 

masyarakat, bagaimana ekonomi masyarakat, sikap politik mereka apakah mereka 

pemilih yang irrasional (masyarakat melek politik rendah, pasif politik), rasional 

(masyarakat sadar dan aktif politik serta biasanya terpelajar), emosional, semua itu 

dirumuskan agar dapat dibentuk formula atau strategi khusus dalam proses kampanye 

di tempat tersebut, hal ini dilakukan karena untuk mengatasi heterogennya (majemuk) 

kondisi sosial masyarakat dan tidak salah kaprah dalam proses politik di suatu lokasi 

nantinya. 

2. Relasi  

Jaringan kekerabatan, persaudaraan atau kedekatan dengan sosok individu 

menjadi peluang besar para kandidat untuk melakukan proses politik dengan cepat dan 

efektif, lewat pembicaraan mulut ke mulut, atau reunion maka proses kampanye dirasa 

akan lebih mudah dan mengikat orang. Perbagian kartu nama, baju, kalender atau 



58 
 

 
 

sejenisnya biasanya dapat dilakukan melalui kedekatan emosional ini, melalui sanak 

saudara, famili, keluarga, atau teman seperkumpulan. 

3. Penempatan APK yang strategis 

Penempatan Apk seperti baliho, spanduk, bendera, merupakan salah satu 

metode yang penting guna menggaet masyarakat untuk memilih dirinya. Biasanya 

tempat-tempat yang menjadi pusat perkumpulan masyarakat di desa-desa, seperti di 

sekitaran warung kopi, diluar lingkungan gereja menjadi target para kandidat dan 

timnya untuk menempatkan baliho. 

4. Penentuan branding diri yang tepat 

Ketepatan pemilihan branding diri merupakan cara para kandidat dalam 

“menjual” apa yang menjadi daya tarik, baik itu dari sisi kepartaian atau dari dirinya 

sendiri. Branding politik menjadi salah satu strategi penting dalam upaya menarik 

simpati dan dukungan masyarakat pada Pemilu Legislatif 2024 di Kecamatan Purba, 

Kabupaten Simalungun. Setiap partai politik berupaya menonjolkan keunggulan 

masing-masing melalui alat peraga kampanye (APK) seperti baliho, spanduk, dan 

poster yang tersebar di ruang publik. Beberapa partai menggunakan branding program 

dan identitas partai sebagai nilai jual utama. Partai-partai nasional seperti PDI 

Perjuangan menonjolkan citra sebagai partai wong cilik dan pendukung pemerintahan, 

sementara Partai Gerindra banyak memanfaatkan ketokohan Prabowo Subianto 

sebagai figur nasional yang kuat. Tak jarang pula partai seperti Partai Golkar 
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menampilkan identitas sebagai partai berpengalaman yang telah lama berkiprah di 

pemerintahan. 

Di sisi lain, strategi ketokohan politik juga menjadi salah satu taktik yang 

dominan. Banyak kandidat legislatif di Kecamatan Purba memanfaatkan popularitas 

tokoh nasional, seperti Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, dengan menampilkan 

foto bersama atau menempatkan gambar tokoh tersebut dalam desain APK mereka, 

meskipun kadang berasal dari partai yang berbeda. Misalnya, ada kandidat dari partai 

koalisi lain yang tetap menyisipkan gambar Prabowo untuk mendongkrak elektabilitas 

karena melihat adanya kecenderungan dukungan masyarakat Simalungun terhadap 

pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. 

Gambar 3.3 baliho di tempat yang sering dilewati masyarakat 

Hal ini disampaikan oleh Romasdon Saragih dalam wawancaranya: 

Ya politik ini kan luwes, kita (kandidat) bermain sesuai apa yang ada di 

masyarakat, misalnya dalam hal ini perihal branding kita, kita lihat, terkadang 

ada yang bisa kita jual partai kita, atau malah ketokohan tertentu. Semua itu 

berdasarkan pemetaan kita dalam merumuskan strategi APK.31 
 

 
31 Wawancara Bersama Romasdo Saragih, Salah satu tokoh di kecamatan Purba, pada tanggal 

16 Februari 2025. 
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Analogi yang terbentuk dari pernyataan diatas yaitu dinamisme politik yang 

menjadi alasan mengapa terdapat perbedaan yang kentara dalam berpolitik, politik 

dijadikan sebagai pasar dan masyarakat menjadi konsumen, pasar tetap melihat 

bagaimana permintaan dan selera dari konsumen. 

Proses produksi maupun pendistribusian APK tentu memakan biaya yang tidak 

murah dan memakan waktu yang cukup lama. Adapun anggaran yang dihabiskan rata 

rata mencapai kisaran 30-60 juta rupiah berdasarkan informasi dari wawancara yang 

telah dilakukan. Biaya itu telah termasuk biaya desain, produksi, serta pemasangan 

oleh tim kampanye dari masing-masing kandidat, serta dominannya biaya pemasangan 

merupakan yang paling memakan anggaran terbanyak. Dalam hal ini, meski APK 

terhitung tidak ekonomis dan memakan waktu, serta kehadiran media sosial yang 

murah, memiliki jangkauan luas dalam menggaet perhatian masyarakat tentu menjadi 

alternatif tersendiri. Penggunaan media selain APK seperti dari pengamatan yang 

dilakukan oleh peneliti hanya dilakukan oleh Romasdon Saraagih melalui akun 

Facebook dirinya dengan nama pengguna Romasdon Saraagih, sedangkan untuk dua 

kandidat lainnya tidak ditemukan promosi dengan menggunakan media sosial. 

Kebutuhan terhadap baliho sebagai APK dalam promosi kandidat yang 

bertanding di kancah pemilihan masih tinggi dengan kondisi masyarakat Kecamatan 

Purba yang masih mengedepankan nilai kearifan lokal dalam proses politik dengan 

mengadakan pertemuan-pertemuan, musyawarah. Masyarakat lebih suka terhadap cara 

kampanye dengan temu ramah, silaturahmi, kegiatan sosial yang dilakukan kandidat, 
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daripada penggunaan promosi media sosial. Penetrasi penggunaan teknologi dalam 

kampanye kandidat berada dari pasar yang berbeda dengan preferensi yang masih 

minim. 

Komunikator Politik dalam konteks ini adalah para calon legislatif yang 

mencalonkan diri pada Pemilu 2024 di Kecamatan Purba. Berdasarkan hasil 

wawancara, para kandidat seperti M. Crismes Haloho, Radisna Silalahi, dan Romasdon 

Saragih merupakan aktor utama dalam menyampaikan pesan politik melalui baliho 

sebagai APK. Mereka secara sadar memanfaatkan baliho untuk membangun citra diri, 

menyampaikan visi-misi, serta menegaskan keseriusan mereka sebagai kandidat 

legislatif. Hal ini menunjukkan bahwa para komunikator politik aktif dalam 

memanfaatkan media komunikasi yang tersedia untuk mencapai khalayak. 

Dari hasil wawancara, para kandidat secara eksplisit menyatakan bahwa baliho 

merupakan “tombak utama pengenalan diri” di tengah masyarakat yang belum 

semuanya akrab dengan teknologi digital. Mereka tidak hanya hadir sebagai tokoh 

yang ingin dipilih, tetapi juga berperan sebagai penyampai nilai-nilai dan gagasan 

politik, menjadikan mereka aktor sentral dalam proses pendidikan politik masyarakat. 

Hal ini menegaskan bahwa dalam realitas lokal seperti di Kecamatan Purba, aktor 

politik masih sangat berperan langsung dan personal dalam komunikasi politik. 
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3.1.2 Pesan Politik 

Dalam konteks Pemilihan Legislatif (Pileg) Tahun 2024 di Kecamatan Purba, 

Kabupaten Simalungun, baliho sebagai alat peraga kampanye memainkan peran 

strategis dalam menyampaikan pesan politik kepada masyarakat pemilih. Menurut teori 

komunikasi politik yang dikemukakan oleh Dan Nimmo, pesan politik merupakan inti 

dari proses komunikasi politik, karena di dalamnya terkandung informasi, nilai, dan 

gagasan yang disampaikan oleh aktor politik kepada khalayak dengan tujuan 

memengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku politik. Dalam praktik kampanye, pesan 

politik menjadi medium utama bagi calon legislatif untuk membentuk citra diri, 

mengenalkan visi-misi, serta menunjukkan komitmen politik kepada publik. Di 

Kecamatan Purba, di mana struktur sosial masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh 

nilai kekeluargaan, kedekatan emosional, dan hubungan sosial yang kuat, baliho 

menjadi media yang efektif untuk menyampaikan pesan politik secara visual, langsung, 

dan mudah diakses. Oleh karena itu, pesan politik dalam baliho tidak hanya bersifat 

informatif, tetapi juga dirancang secara simbolik dan persuasif guna membangun 

keterikatan psikologis antara kandidat dan pemilih. 

Fenomena ini terlihat jelas dalam strategi kampanye beberapa calon legislatif 

di Kecamatan Purba, yang menyadari pentingnya kesesuaian antara pesan kampanye 

dengan karakteristik budaya lokal. Salah satu calon terpilih dari Dapil Simalungun 1 

yaitu  bapak Drs. M. Chrismes Haloho menyampaikan dalam wawancara:   
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Kami memilih kata-kata yang singkat tapi bermakna, seperti ‘Dekat dengan 

Rakyat, Bekerja untuk Daerah’. Masyarakat di sini tidak terlalu peduli bahasa 

yang rumit. Yang penting mereka merasa didengar dan diperjuangkan.32 

 

Pesan semacam ini tidak hanya menekankan program kerja, tetapi juga 

menyiratkan kedekatan emosional dan representasi nilai kekeluargaan yang kuat di 

masyarakat Kecamatan Purba. 

Sementara itu, dari sisi penerima pesan, warga juga menunjukkan bahwa pesan 

dalam baliho berdampak nyata terhadap persepsi politik mereka. Seorang warga Desa 

Purba Dolok, bapak Ismail Saragih menuturkan:  

Saya lihat dari baliho, dia janji akan urus jalan. Itu yang kami butuhkan. 

Meskipun belum pernah jumpa langsung, saya merasa cocok karena apa yang 

dia tulis itu memang masalah kami sehari-hari.33 

 

Berdasarkan amatan peneliti terhadap pihak narasumber kandidat Pemilihan 

Legislatif Kabupaten Simalungun 2024 di Kecamatan Purba yaitu Drs. M. Crismes 

Haloho, Radisna Silalahi, dan Romasdon Saragih, dalam melakukan proses pemasaran 

politik sesuai dengan konsep pembentukan branding diri, masing-masing kandidat 

memiliki strategi dan pendekatan yang beragam. Ketiganya memperlihatkan pola 

branding yang berbeda-beda dalam menampilkan diri (display) di alat peraga 

kampanye (APK). M. Crismes Haloho dan Radisna Silalahi cenderung menampilkan 

 
32 Wawancara bersama Drs. M. Chrismes Haloho, anggota DPRD terpilih Kabupaten 

Simalungun, pada tanggal 10 Februari 2025.  
33 Wawancara bersama Ismail saragih, masyarakat Purba Dolok Kecamatan Purba, pada 

tanggal 17 Februari 2025. 
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branding personal yang mengedepankan sosok dan citra pribadi mereka sendiri, tanpa 

terlalu banyak menonjolkan tokoh nasional atau partai secara dominan. Kedua kandidat 

memiliki pola yang hampir sama dalam menampilkan diri (display) di APK yaitu 

membranding dirinya sendiri tanpa melakukan penonjolan tokoh atau sosok orang lain 

yang memiliki pengaruh dan reputasi di masyarakat. Secara konsep kampanye, strategi 

pesan kampanye yang ditampilkan di APK yang dilakukan oleh kedua kandidat berpola 

pada pola Candidate Oriented Campaigns, dimana kandidat fokus dalam promosi 

kampanye dalam meraih kemenangan dalam pemilihan. 

Partisipasi politik merupakan manifestasi dari keterlibatan warga negara dalam 

menentukan arah kebijakan publik dan pemimpin yang mewakili mereka, dan menjadi 

tolok ukur penting dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara. Sejalan dengan 

pandangan, partisipasi politik mencakup berbagai bentuk keterlibatan, mulai dari 

tindakan formal seperti memberikan suara dalam pemilu, hingga tindakan informal 

seperti diskusi politik dalam komunitas, serta partisipasi dalam kampanye dan gerakan 

politik. 

Di wilayah seperti Kecamatan Purba, yang secara geografis terdiri dari desa-

desa dengan keterbatasan akses informasi berbasis digital, alat peraga kampanye 

(APK) seperti baliho dan spanduk memainkan peran sentral sebagai jembatan 

komunikasi politik antara kandidat dengan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, APK 

menjadi media utama yang digunakan kandidat untuk memperkenalkan diri, 

menyampaikan visi dan misi, serta menampilkan citra politik yang ingin dibangun. 
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Dari hasil wawancara dan observasi lapangan, ditemukan bahwa keberadaan 

APK secara visual memicu kesadaran politik masyarakat, terutama karena pesan-pesan 

yang terpampang di tempat-tempat strategis menjadi bagian dari keseharian mereka. 

Seperti dikatakan oleh Ismail Saragih, salah satu warga Desa Purba Dolok. 

Semakin banyak baliho yang saya lihat, semakin saya percaya bahwa calon itu 

serius dan memang sungguh-sungguh ingin dipilih.” Hal ini menunjukkan 

bahwa APK tidak hanya berfungsi sebagai sarana informasi, tetapi juga sebagai 

indikator kesungguhan dan kredibilitas politik kandidat.34 

 

Pesan politik yang disampaikan melalui baliho tidak sekadar informasi biasa, 

melainkan konstruksi visual dan simbolik yang dirancang untuk membentuk persepsi, 

membangun kedekatan, serta mempengaruhi keputusan politik masyarakat. Dalam 

kampanye Pemilu Legislatif 2024 di Kecamatan Purba, baliho berfungsi sebagai 

medium utama dalam menyampaikan pesan politik karena mampu menyentuh aspek 

kognitif, afektif, dan konatif dari khalayak dalam satu tampilan visual yang besar dan 

mencolok. 

 

 
34 Wawancara bersama Ismail saragih, masyarakat Purba Dolok Kecamatan Purba, pada 

tanggal 17 Februari 2025. 
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Secara visual, baliho memuat foto kandidat yang dipilih secara cermat untuk 

memproyeksikan karakter tertentu misalnya, foto dengan senyum hangat, tatapan 

optimis, dan gestur tangan terbuka sering kali dimaksudkan untuk membangun kesan 

kehangatan, keterbukaan, dan kepemimpinan. Beberapa kandidat bahkan 

menambahkan elemen lokal seperti ulos, peci, atau simbol-simbol budaya Batak untuk 

menciptakan koneksi kultural dan etno-politis yang kuat dengan masyarakat 

Kecamatan Purba yang didominasi etnis Batak Simalungun. 

Pesan politik yang disampaikan melalui baliho mencerminkan identitas 

kandidat, baik melalui penampilan visual seperti foto, warna partai, hingga slogan 

politik. Pesan yang ditampilkan tidak hanya bersifat informatif tetapi juga persuasif. 

Branding diri menjadi elemen penting dalam pesan politik yang dikemas secara visual 

untuk menarik simpati masyarakat. Beberapa kandidat juga memanfaatkan tokoh 

nasional sebagai bagian dari pesan untuk meningkatkan daya tarik, seperti 

menampilkan gambar Prabowo Subianto atau tokoh partai lainnya. 

Sasaran dalam penggunaan alat peraga kampanye tentu yang utama adalah 

khalayak wajib pilih yang berdomisili di Kecamatan Purba. Di Kecamatan Purba, 

masih terdapat banyak wilayah yang minim akses terhadap internet dan media massa. 

Dalam konteks ini, baliho menjadi salah satu media visual yang dapat diakses secara 

mudah dan langsung oleh masyarakat. 
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3.1.3 Media Komunikasi Politik 

 Dalam dinamika Pemilihan Legislatif Tahun 2024 di Kecamatan Purba, 

Kabupaten Simalungun, media komunikasi politik memainkan peranan penting 

sebagai saluran utama dalam penyampaian pesan kampanye kepada masyarakat. 

Secara teoritis, saluran komunikasi politik dapat berupa media atau alat (seperti 

organisasi, media massa, dan media digital), maupun berupa tindakan langsung (seperti 

memberikan suara, aksi protes, atau kampanye tatap muka). Dalam konteks lokal 

Kecamatan Purba, penggunaan baliho sebagai alat peraga kampanye menempati posisi 

dominan sebagai media komunikasi politik visual yang efektif, terutama karena 

keterbatasan akses terhadap media digital di sebagian besar wilayah. Berdasarkan data 

lapangan, mayoritas kandidat legislatif memilih untuk memaksimalkan baliho dan 

spanduk dibandingkan dengan media digital, videotron, atau umbul-umbul. 

Saluran dalam konteks komunikasi politik dalam pemilu, dapat berupa 

media/alat, dan dapat pula berupa tindakan. Saluran berupa media/alat misalnya 

organisasi dan/atau institusi, sekolah, serta media massa dan/atau media baru. 

Sedangkan saluran berupa tindakan misalnya pemberian suara dalam pemilu, aksi 

mogok buruh atau pekerja yang menuntut perbaikan upah dan kondisi kerja, serta aksi-

aksi protes dan demokrasi lainnya. Pada era globalisasi ini, media baru dapat 

dimanfaatkan untuk mendongkrak kepopuleran aktor beserta visi-misi kampanyenya. 

Para aktor semakin bergantung pada media baru sebagai arena sentral untuk melakukan 

komunikasi politik dengan seluruh penduduk, terutama karena fenomena melemahnya 
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pengaruh dan dukungan terhadap partai politik serta meningkatnya golongan 

independen dan pemilih “mengambang” (floating voter).  

 Dalam teori komunikasi politik, saluran komunikasi dapat dibedakan menjadi 

dua bentuk: media atau alat (seperti organisasi, lembaga pendidikan, media massa, serta 

media baru/digital) dan tindakan langsung (seperti memberikan suara, melakukan 

kampanye tatap muka, hingga aksi kolektif). Namun, dalam konteks lokal yang khas 

seperti Kecamatan Purba, yang sebagian wilayahnya masih mengalami keterbatasan 

akses terhadap media digital dan infrastruktur teknologi informasi, penggunaan media 

konvensional seperti baliho dan spanduk tetap menjadi instrumen utama dalam 

menyampaikan pesan politik. Alat peraga kampanye jenis ini tidak hanya berfungsi 

sebagai media promosi visual, tetapi juga sebagai simbol kehadiran fisik kandidat di 

tengah-tengah masyarakat, menjembatani keterbatasan komunikasi langsung yang 

mungkin tidak tercapai secara merata oleh semua kandidat. 

Data lapangan menunjukkan bahwa alat peraga kampanye berupa baliho dan 

spanduk merupakan media yang paling banyak digunakan oleh para calon legislatif di 

Kecamatan Purba, karena dianggap paling efektif dalam menjangkau masyarakat akar 

rumput. Hal ini ditegaskan oleh salah satu calon legislatif yang tidak berhasil meraih 

kursi, yaitu Ibu Radisna Silalahi yang menyatakan:  
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Saya sadar medsos itu penting, tapi untuk masyarakat desa, baliho lebih cepat 

dikenal. Waktu saya sosialisasi ke dusun-dusun, saya bawa spanduk biar orang 

tahu saya siapa. Itu lebih ngena daripada sekadar status Facebook.35 

 

Pandangan tersebut mencerminkan bahwa dalam konteks pemilih pedesaan, 

keberadaan visual fisik seperti baliho memiliki dimensi psikologis tersendiri: ia 

memberi kesan nyata, konkret, dan personal. 

Hal ini disampaikan juga oleh salah seorang warga dari Urung Pane yaitu Ibu 

Sriani Malau yang mengatakan:  

Saya tahu calon itu dari baliho yang dekat musholla. Tiap hari lewat situ. Jadi 

lama-lama hafal wajah, nama, dan partainya. Pas nyoblos, langsung ingat.36 
 

Baliho sebagai alat peraga kampanye berfungsi sebagai media komunikasi 

politik visual yang dominan di Kecamatan Purba. Penggunaan baliho masih menjadi 

strategi utama dalam menjangkau pemilih, khususnya di daerah yang akses terhadap 

media digital masih terbatas. Meskipun media sosial mulai digunakan oleh sebagian 

kecil kandidat, dominasi baliho masih terasa signifikan. Penempatan baliho di titik-titik 

strategis seperti dekat rumah ibadah, warung kopi, jalan utama, dan tempat 

berkumpulnya warga memperlihatkan bagaimana media ini masih dianggap efektif. 

Berdasarkan data yang ditemukan, saluran dalam konteks komunikasi politik 

ini pada Pemilu Kecamatan Purba Tahun 2024, yang paling banyak digunakan adalah 

 
35 Wawancara Bersama ibu Radisna Silalahi, calon anggota legislatif Kabupaten Simalungun, 

pada tanggal 15 Februari 2025.  
  
36 Wawancara Bersama Srianai Malau, Masyarakat desa Urung Pane kecamatan Purba, pada 

tanggal 15 februari 2025. 
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berbentuk alat peraga kampanye, yakni berupa baliho dan spanduk, karena baliho dan 

spanduk ini merupakan yang paling efektif penggunaannya, di bandingkan dengan 

videotron, billboard dan umbul-umbul. 

Karena baliho dan spanduk mudah di bawa kemanapun, seperti ketika paslon 

turun langsung sosialisasi ke masyarakat, untuk memberikan pengetahuan terhadap 

masyarakat baik itu rupa wajah paslon atau pesan-pesan yang disampaikan melalui 

baliho dan spanduk tersebut, paslon selalu membawa salah satu alat peraga tersebut. 

Berbeda dengan bilboard, ketika di jalan-jalan protokol atau jalan besar, paslon banyak 

yang menggunakan alat peraga ini. Karena pemakaian billboard sangat efektif 

digunakan di jalanjalan besar, mengingat pusat perhatian masyarakat umum akan terus 

menerus tertuju pada alat peraga ini. 

3.1.4 Sasaran AtauTarget Politik 

Sasaran dalam pemilu, aktor bertujuan mengubah pengetahuan, sikap, dan 

perilakunya melalui komunikasi politik yang dilakukan dalam kegiatan kampanyenya. 

Untuk mengubah khalayak sasaran ke arah yang di inginkan, seorang aktor harus jeli 

memahami keadaan dan kecenderungan daerah dengan segala aspek ideologi, sejarah, 

maupun budaya yang melingkupi proses komunikasi politik dalam pilkada yang 

diikutinya, agar pesan yang disampaikannya dapat diterima dengan baik. 

Penentuan sasaran atau target politik menjadi aspek fundamental yang 

menentukan arah, isi, dan bentuk pesan kampanye. Target politik merujuk pada 

kelompok atau segmen masyarakat yang secara khusus ingin dijangkau oleh aktor 

politik, baik untuk membangun basis dukungan elektoral maupun memperluas 

jangkauan politik mereka. Dalam konteks Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kecamatan 
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Purba, Kabupaten Simalungun, sasaran politik dari para calon legislatif umumnya 

difokuskan pada masyarakat lapisan menengah ke bawah, pemilih pemula, serta 

komunitas-komunitas berbasis sosial-kultural seperti kelompok keagamaan dan 

organisasi adat. Karakteristik masyarakat Kecamatan Purba yang masih menjunjung 

tinggi nilai kekeluargaan, hubungan sosial yang erat, serta memiliki kelekatan dengan 

tokoh informal menjadikan pendekatan personal dan kultural menjadi strategi utama 

dalam menjangkau target politik. 

Pendekatan yang dilakukan pun bersifat kontekstual dan berlapis. Salah satu 

caleg terpilih dari Dapil Simalungun 1, Bapak Drs. M. Chrismen Haloho menjelaskan 

dalam wawancara:  

Saya sengaja tidak hanya fokus di pusat kecamatan, tapi justru ke dusun yang 

jarang disambangi. Di sana, masyarakat masih menunggu siapa yang datang 

langsung, bukan siapa yang paling banyak di media. Saya juga prioritaskan 

anak muda, karena mereka bisa jadi agen kampanye di lingkungannya.37 

 

 Strategi ini menunjukkan bahwa target politik bukan hanya dipahami secara 

jumlah suara, tetapi juga kekuatan sosial dan politik masyarakat, yakni seberapa besar 

pengaruh kelompok tersebut dalam menyebarkan pesan politik. 

Caleg Radisna Silalahi yang tidak berhasil lolos juga mengakui bahwa 

kesalahan dalam menentukan target politik menjadi salah satu faktor kegagalannya:  

Saya terlalu fokus di daerah basis lama, padahal situasi sudah berubah. Anak-

anak muda sekarang yang paling aktif diskusi politik, tapi saya kurang 

menjangkau mereka.38 

 

 
37 Wawancara bersama Drs. M. Chrismes Haloho, anggota DPRD terpilih Kabupaten 

Simalungun, pada tanggal 10 Februari 2025. 
38 Wawancara Bersama ibu Radisna Silalahi, calon anggota legislatif Kabupaten Simalungun, 

pada tanggal 15 Februari 2025. 
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 Pernyataan ini menunjukkan bahwa segmentasi politik bersifat dinamis dan 

menuntut kandidat untuk adaptif terhadap perubahan perilaku dan pola komunikasi 

masyarakat. 

Wawancara dengan warga juga memperkuat pentingnya kedekatan emosional 

dan pendekatan langsung dalam menjangkau target politik. Seorang ibu rumah tangga 

Dominta Purba masyarakat desa Bunga Sampang mengatakan:  

Kami tidak lihat dari partainya siapa. Kalau orangnya pernah datang ke rumah 

ibadah, atau bantu acara kematian, itu yang kami pilih. Bukan sekadar janji di 

baliho.39 

 

Pernyataan ini menegaskan bahwa dalam konteks masyarakat Purba yang 

masih sangat kental dengan nilai-nilai sosial komunal, relasi personal menjadi landasan 

penting dalam membangun kepercayaan politik. Oleh karena itu, penentuan target 

politik tidak bisa hanya bersandar pada data statistik semata, melainkan harus 

mempertimbangkan jaringan sosial, struktur informal masyarakat, serta narasi lokal 

yang hidup dalam ruang sosial sehari-hari. 

Masyarakat Kecamatan Purba sebagai khalayak politik menunjukkan respons 

yang beragam terhadap APK. Ada yang menjadikan baliho sebagai sumber informasi 

utama dalam mengenal kandidat, seperti pernyataan dari Dominta Siboro dan Srianai 

Malau. Namun, ada pula yang memiliki preferensi sendiri dan tidak menjadikan baliho 

sebagai penentu pilihan, seperti Ismail Saragih dan Ame Ovtasari Sumbayak. 

Keberagaman latar belakang masyarakat menyebabkan perbedaan dalam tingkat 

penerimaan terhadap APK. 

 
39 Wawancara Bersama ibu Dominta Siboro, masyarakat Bunga Sampang Kecamatan Purba, 

pada tanggal 18 Februari 2025. 
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Berdasarkan wawancara di lapangan bersama masyarakat Kecamatan Purba 

disebutkan bahwa dengan adanya baliho yang terpasang di tempat-tempat yang sering 

dilewati atau dilalui oleh masyarakat, dapat memberikan informasi tentang para calon 

kandidat yang akan bersaing. Hal ini disampaikan juga oleh Srianai Malau yang 

merupakan warga Urung Pane. 

Saya mengakui bahwa APK yang dijalan-jalan itu menjadi pilihan saya dalam 

pemilu kemarin. Selain karena saya tidak mempunyai pilihan (kandidat favorit), 

karena kemarin saya fokus pada pilihan Presiden serta saya tidak terlalu suka 

dunia politik.40 

 

Sasaran dalam penggunaan alat peraga kampanye tentu yang utama adalah 

khalayak wajib pilih yang berdomisili di Kecamatan Purba. Dalam penggunaan alat 

peraga kampanye di pemilu Kecamatan Purba tahun 2024 juga menyasar ke khalayak 

umum yang bukan saja berdomisili di Kecamatan Purba. 

3.1.5 Pengaruh Atau Efek Komunikasi Politik 

Komunikasi politik merupakan proses tarik menarik berbagai kepentingan yang 

ada dalam masyarakat dengan berbagai cara/teknik untuk mencapai tujuan yang sesuai 

dengan keinginan aktor/komunikan. Komunikasi politik dengan menggunakan teknik 

persuasif berpeluang lebih besar dalam mempengaruhi khalayak sasarannya. 

Efek komunikasi politik dari pemasangan baliho dapat dikategorikan menjadi 

tiga bentuk: efek kognitif (meningkatkan pengetahuan), afektif (menumbuhkan 

 
40 Wawancara Bersama Srianai Malau, Masyarakat desa Urung Pane kecamatan Purba, pada 

tanggal 15 februari 2025. 
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ketertarikan atau simpati), dan behavioral (mempengaruhi keputusan memilih). Hasil 

wawancara menunjukkan bahwa baliho lebih banyak berpengaruh pada aspek kognitif 

dan afektif, yaitu masyarakat menjadi tahu dan merasa tertarik pada kandidat tertentu. 

Namun, pengaruh terhadap perilaku memilih masih bervariasi. Bagi pemilih rasional 

dan melek politik, baliho tidak menjadi satu-satunya dasar dalam menentukan pilihan. 

Dari segi efek kognitif, baliho membantu meningkatkan literasi politik 

masyarakat, khususnya di wilayah yang belum terjangkau media digital secara merata. 

Melalui baliho, masyarakat dapat mengetahui nama, wajah, partai, nomor urut, hingga 

visi-misi kandidat. Bapak Ismail Saragih warga dari Nagori Purba Dolok 

mengungkapkan:  

Saya pertama kali tahu nama dan wajah caleg itu dari baliho. Di situ juga tertulis 

dia mau perbaiki jalan desa. Jadi saya mulai ingat dan perhatikan. Awalnya saya 

tidak peduli soal politik.41 

 

Pernyataan ini mencerminkan bagaimana komunikasi visual yang konsisten 

dapat membangun pengetahuan politik dasar dan meningkatkan kesadaran warga 

terhadap proses elektoral. Efek ini sangat penting terutama di kalangan pemilih 

tradisional yang belum aktif mengakses media sosial atau portal berita digital. 

Sementara itu, efek afektif tercermin dari bagaimana baliho mampu 

memunculkan simpati, rasa kedekatan, atau bahkan rasa percaya terhadap kandidat. 

 
41 Wawancara bersama Ismail saragih, masyarakat Purba Dolok Kecamatan Purba, pada 

tanggal 17 Februari 2025. 
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Desain baliho yang menampilkan kandidat dengan senyum ramah, menggunakan 

pakaian adat, serta latar belakang budaya lokal seperti sawah, gereja, atau rumah adat, 

memiliki daya simbolik yang kuat. Ibu Dominta Siboro warga Bunga Sampang 

menyampaikan:  

Saya suka baliho yang fotonya pakai ulos dan latar rumah Batak. Rasanya lebih 

merakyat, seperti bukan orang jauh. 

 

 Efek afektif ini penting dalam konteks masyarakat yang sangat menjunjung 

tinggi nilai-nilai emosional, kekeluargaan, dan kedekatan personal, karena membentuk 

ikatan simbolik antara pemilih dan calon legislatif. Komunikasi visual melalui baliho 

memungkinkan kandidat menanamkan pesan implisit tentang kesamaan identitas, 

empati, dan kepedulian sosial. 

Adapun dari sisi efek behavioral, baliho juga terbukti mendorong masyarakat 

untuk mengambil keputusan politik, seperti menentukan pilihan pada hari pemungutan 

suara. Beberapa warga mengakui bahwa meskipun tidak mengikuti kegiatan kampanye 

atau dialog tatap muka, mereka merasa cukup ‘terwakili’ melalui pesan dan visual yang 

disampaikan dalam baliho. Seorang pemilih pemula Ame Ovtasari Sumbayak 

mengatakan:  

Saya belum pernah ikut kampanye karena kerja. Tapi saya lihat baliho itu tiap 

hari, dan pesannya bagus. Akhirnya saya pilih dia karena kayaknya serius.42 

 

 
42 Wawancara Bersama Ame Ovtasari Sumbayak, masyarakat Huta Raja Kecamatan Purba 

sebagai pemilih prmula, pada tanggal 15 februari 2025.  
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 Ini menegaskan bahwa baliho tidak hanya menjadi alat pengenalan semata, 

tetapi memiliki fungsi persuasif yang mampu mengarahkan sikap politik masyarakat, 

terutama di kalangan pemilih yang pasif atau tidak memiliki preferensi politik yang 

kuat sebelumnya (floating voters). 

Beberapa informan menyatakan bahwa baliho merupakan media kampanye 

yang paling mudah diakses, terutama oleh masyarakat pedesaan dan lansia yang tidak 

aktif di media sosial. Seorang informan dari nagori Purba Dolok mengatakan: 

Saya tidak punya HP pintar, jadi saya tahunya calon-calon itu dari baliho yang 

dipasang di dekat gereja dan di jalan besar. Wajahnya jadi familiar, saya jadi 

tahu siapa orangnya.43 

 

Dalam penggunaan alat peraga kampanye sangat efektif sebagai media luar 

ruang untuk menyampaikan pesan komunikasi politik. alat peraga kampanye ini hanya 

berfungsi untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat terkait 

apa saja penyampaian pesan yang ada di dalamnya dan kemudian juga sangat efektif 

untuk pengenalan diri terhadap paslon tersebut. Terlepas dari siapa yang mau di pilih 

oleh masyarakat, tergantung pendekatan-pendekatan yang di lakukan oleh paslon dan 

timses paslon tersebut. terbukti pada gelaran pilkada Kecamatan Purba tahun 2024, alat 

peraga kampanye mampu meningkatkan partisipasi pemilih jika dibandingkan dengan 

pemilu Kecamatan Purba sebelumnya. 

 
43 Wawancara bersama Ismail saragih, masyarakat Purba Dolok Kecamatan Purba, pada 

tanggal 17 Februari 2025. 
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Teori komunikasi politik Dan Nimmo terbukti relevan dalam menjelaskan 

praktik kampanye di Kecamatan Purba. Kelima unsur teori tersebut saling terkait dan 

membentuk satu kesatuan proses komunikasi politik antara kandidat dan masyarakat. 

Lima unsur utama dalam teori tersebut yakni komunikator politik (calon legislatif), 

pesan politik (visi, misi, dan simbol partai), media komunikasi politik (baliho sebagai 

sarana visual), khalayak politik (masyarakat pemilih), serta efek komunikasi politik 

(perubahan persepsi dan peningkatan partisipasi) muncul secara nyata dan saling 

berinteraksi dalam proses komunikasi politik di lapangan. Baliho, dalam konteks ini, 

bukan sekadar alat promosi visual, tetapi menjadi medium strategis yang 

memungkinkan penyampaian pesan politik secara masif, berulang, dan terstruktur 

kepada masyarakat luas, terutama di wilayah yang secara geografis dan teknologis 

masih menghadapi keterbatasan dalam akses terhadap media digital. Baliho sebagai 

APK menjadi instrumen penting dalam proses ini karena mampu menyampaikan pesan 

secara luas dan berulang kepada masyarakat. 

Masyarakat Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, juga dikenal memiliki 

keanekaragaman sosial dan budaya yang cukup kompleks. Berbagai latar belakang 

etnis, bahasa, dan tradisi turut membentuk pengalaman, pandangan, serta sikap politik 

masyarakat di wilayah ini. Keberagaman tersebut menjadi faktor penting yang 

memengaruhi cara masyarakat dalam menerima dan menilai informasi politik, 

khususnya dalam Pemilihan Legislatif Kabupaten Simalungun tahun 2024. Alat peraga 

kampanye (APK) seperti baliho, spanduk, dan umbul-umbul menjadi media penting 
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dalam menyampaikan pesan politik kepada masyarakat. Apakah dengan banyaknya 

penempatan baliho sebagai APK menjadi sumber informasi utama dalam mengenal 

sosok kandidat yang maju dalam pemilihan, atau bahkan dapat mempengaruhi 

masyarakat untuk memilih sosok kandidat yang ditampilkan di APK di sekitarnya 

tersebut. 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan terhadap lima responden yang 

tinggal dan pemilih di Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun, semua responden 

sepakat bahwa APK memiliki pengaruh dalam menentukan pilihan politik mereka 

dalam pemilihan tersebut. Melalui spanduk, baliho yang ditempatkan di tempat umum, 

responden memperoleh informasi mengenai kandidat atau caleg. Namun, untuk 

preferensi pilihan kandidat, keberadaan APK tidak selalu mempengaruhi masyarakat 

dalam memilih Caleg yang banyak menempatkan dan memproduksi alat peraga di 

tempat umum. 

Hal ini sesuai pernyataan Ismail Saragih yang merupakan warga Purba Dolok, 

mengakui APK menjadi alat bagi dirinya untuk informasi mengenai kandidat yang 

maju dalam Pileg Kecamatan Purba 2024, namun untuk calon yang akan dipilih beliau 

menyatakan memiliki pilihan sendiri. 

Ya, saya juga mengetahui berbagai kandidat yang maju di Pileg itu dari APK, 

selain dari tempat lain seperti koran, internet, dan-lain lain lah. Nah, untuk calon 

favorit kebetulan saya punya pilihan sendiri.44 

 
44 Wawancara bersama Ismail saragih, masyarakat Purba Dolok Kecamatan Purba, pada 

tanggal 17 Februari 2025. 

 



79 
 

 
 

 

Di sisi lain, ternyata penempatan APK dapat menjadikan suatu preferensi dalam 

memilih. Dominta Siboro yang merupakan masyarakat Bunga Sampang, menyatakan 

bahwa dirinya menjadikan APK sebagai preferensi memilih dalam memberikan suara. 

Pilihannya jatuh pada kandidat yang banyak menempatkan APK di tempat umum, hal 

ini dikarenakan beliau tidak terlalu memikirkan kandidat di pemilihan karena 

kesibukannya dalam aktivitas seharihari seperti yang terdapat dalam kutipan 

wawancara berikut: 

Saya tidak mau ambil pusing mengenai kandidat itu, karena saya sehari-sehari 

sibuk kerja ini itu, maka dengan adanya APK itulah menjadi pedoman saya 

dalam mengetahui calon-calon yang maju. Waktu kemarin itu sih saya pilih 

kandidat yang banyak ada APK, karena itu tadi, saya sibuk lagipula kan masa 

Caleg tidak ada APK itu kita pilih, tidak bagus dilihat, harus semarak.45 

 

Hal tersebut juga disetujui oleh Srianai Malau yang merupakan warga Urung 

Pane, dalam wawancara dengannya mengatakan bahwa kehadiran APK tidak hanya 

sebagai media informasi kandidat yang maju dalam kontestasi politik, tetapi juga 

menjadi preferensi dirinya dalam memilih. 

Saya mengakui bahwa APK yang dijalan-jalan itu menjadi pilihan saya dalam 

pemilu kemarin. Selain karena saya tidak mempunyai pilihan (kandidat favorit), 

karena kemarin saya fokus pada pilihan Presiden serta saya tidak terlalu suka 

dunia politik.46 

 

 
 
45 Wawancara Bersama ibu Dominta Siboro, masyarakat Bunga Sampang Kecamatan Purba, 

pada tanggal 18 Februari 2025. 

 
46 Wawancara Bersama Srianai Malau, Masyarakat desa Urung Pane kecamatan Purba, pada 

tanggal 15 februari 2025. 
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Namun, Pemanfaatan APK oleh para kandidat juga tidak selalu mendapat 

tanggapan positif dari masyarakat sebagai pemilih. Ame Ovtasari Sumbayak, yang 

merupakan representasi pemilih pemula dalam Pemilu 2024 ini menyatakan 

keberadaan APK di berbagai fasilitas publik memang menjadi sumber informasi 

mengenai kandidat, namun dirinya lebih menyukai sumber informasi kondisi Pileg 

2024 dari internet seperti media sosial. Gadis yang tinggal di desa Tiga Runggu, 

Kecamatan Purba mengatakan bahwa penggunaan APK di masa kini cenderung 

merusak tatanan dan kebersihan kota, dengan banyaknya penempatan yang tidak 

teratur. Lanjutnya, dengan perkembangan teknologi, seharusnya promosi kampanye di 

internet dengan memanfaatkan berbagai media sosial dapat menjadi alternatif karena 

mudah diakses oleh segala lapisan masyarakat dan ramah lingkungan. 

Meskipun baliho merupakan alat peraga kampanye yang dominan secara visual, 

hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya mempertimbangkan 

baliho dalam menentukan pilihan politik mereka. Ada beberapa faktor masyarakat 

dalam memilih yaitu pengaruh tokoh masyarakat dan agama rekomendasi dari tokoh 

masyarakat, pemuka agama, dan kepala desa juga menjadi faktor penting dalam 

pembentukan preferensi politik. Caleg yang mendapatkan dukungan dari tokoh 

berpengaruh sering kali lebih dipercaya oleh masyarakat.  

Hal ini disampaikan oleh Rita Berlina Purba dalam wawancaranya: 

 

Pada saat menjelang pemilu kemarin kepala desa datang dan memberikan 

rekomendasi kandidat caleg yang harus atau perlu dipilih, ya saya sebagai 
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warga tidak telan mentah-mentah apa yang di sampaikan oleh kepala desa 

tersebut , tetapi saya pilih-pilih dulu Caleg itu bagus untuk dipilih atau tidak.47 

 

Uang atau Politik Uang (Money Politics) meskipun tidak diungkapkan secara 

terbuka, beberapa responden secara tersirat menyebutkan bahwa pemberian uang, 

sembako, atau fasilitas lainnya bisa menjadi pertimbangan saat memilih. Fenomena ini 

masih menjadi bagian dari realitas politik elektoral di daerah. 

Hal ini disampaikan juga oleh Ame Ovtasari Sumbayak dalam wawancaranya: 

Ya memang masih sangat banyak caleg atau tim suksesnya yang datang 

kerumah-rumah untuk memberiakn uang atau barang, tapi tidak semua orang 

langsung pilih karena itu. Banyak juga yang mikir panjang, mau pilih siapa 

yang benar-benar bisa dipercaya.48 

 

Uraian di atas memberikan berbagai pengetahuan bagaimana penilaian 

masyarakat mengenai APK dalam proses kampanye kandidat serta pengaruhnya dalam 

proses pemilihan umum. Promosi APK menjadi sumber informasi masyarakat dalam 

mendapatkan pengetahuan kandidat yang maju dalam pemilihan serta terkadang ikut 

menjadi ujung tombak kandidat dalam meyakinkan pemilih. Namun, penggunaan APK 

oleh kandidat bukan faktor penentu dalam pemberian hak suara oleh masyaarkat. 

Dengan segala pandangan serta tingkat ‘melek politik’ yang dimiliki, sikap kritis 

terhadap hak politik menjadi lebih tinggi membuat tiap individu mempunyai perbedaan 

pertimbangan tersendiri dalam memilih sosok pemimpin. 

 
47 Wawancara Bersama Rita Berlina Purba, salah satu masyarakat Kecamatan Purba, Pada 

tanggal 18 februari 2025. 
48 Wawancara Bersama Ame Ovtasari Sumbayak, masyarakat Huta Raja Kecamatan Purba 

sebagai pemilih prmula, pada tanggal 15 februari 2025.  
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Dalam catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun, 

tingkat partisipasi pemilih di Kecamatan Purba pada Pemilu Legislatif 2024 tercatat 

berada pada kisaran 75% hingga 82%49, angka yang terbilang tinggi jika dibandingkan 

dengan wilayah lain yang memiliki akses digital lebih baik namun justru menunjukkan 

apatisme politik yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa intensitas komunikasi 

politik melalui APK berhasil mengaktifkan kesadaran politik dan partisipasi pemilih, 

terutama di komunitas dengan budaya tatap muka yang masih kuat. 

Tabel 3.1 Partisipasi Pemilih Tahun 2019 dan 2024 di Kecamatan Purba 

No Nama Desa Data Partisipasi 2019 Data Partisipasi 2024 

1 Purba Tongah 713 855 

2 Pematang Purba 1.137 1.620 

3 Urung Purba 991 1.147 

4 Purba Sipinggan 1.102 1.254 

5 Hinalang 1.167 1.586 

6 Purba Dolok 606 702 

7 Tano Tinggir 427 603 

8 Tiga Runggu 1.884 3.020 

9 Saribu Jandi 636 817 

10 Huta Raja 503 538 

11 Bandar Sauhur 376 474 

12 Bunga Sampang 264 364 

13 Nagori Tongah 574 634 

14 Urung Pane 899 1.025 

 Total 11.279 14.639 

KPU Kab. Simalungun 

 Peningkatan angka partisipasi pemilih sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1 

menunjukkan tren positif dalam keterlibatan politik masyarakat Kecamatan Purba dari 

Pemilu 2019 ke Pemilu 2024. Lonjakan suara hampir merata di seluruh nagori/desa, 

dengan peningkatan tertinggi terlihat di Desa Tiga Runggu yang mengalami kenaikan 

 
49 KPU Kabupaten Simalungun 
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sebesar 1.136 pemilih. Kenaikan ini tidak dapat dilepaskan dari peran aktif alat peraga 

kampanye (APK) seperti baliho dan spanduk, yang secara masif digunakan oleh para 

calon legislatif untuk membangun visibilitas, menyampaikan pesan politik, serta 

memperkuat kedekatan dengan masyarakat pemilih. Di tengah keterbatasan akses 

terhadap media digital, keberadaan baliho yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis 

seperti pasar, jalan lintas desa, rumah ibadah, dan pusat kegiatan sosial berhasil 

menjembatani keterbatasan informasi politik dan menciptakan hubungan emosional 

antara kandidat dan konstituen. Wawancara dengan sejumlah warga juga 

mengindikasikan bahwa baliho menjadi salah satu sumber utama dalam mengenali 

kandidat dan memahami program kerja mereka. Dengan demikian, data partisipasi ini 

mempertegas bahwa komunikasi politik yang dilakukan secara kontekstual dan visual 

melalui APK dapat berdampak nyata terhadap peningkatan partisipasi elektoral, 

khususnya di wilayah pedesaan dengan budaya tatap muka yang masih kuat dan kohesi 

sosial yang tinggi. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan  Alat peraga kampanye (APK), khususnya baliho, tetap menjadi instrumen 

strategis dan efektif dalam proses kampanye politik di wilayah pinggiran seperti 

Kecamatan Purba pada Pemilu Legislatif 2024. APK berperan penting sebagai media 

komunikasi politik visual yang mampu menjangkau masyarakat secara langsung, 

terutama wilayah desa yang belum terakses media digital dan internet secara merata. 

Fungsi APK tidak hanya sebatas promosi visual, tetapi juga sebagai sarana pendidikan 

politik, pembentukan opini publik, serta mempengaruhi perilaku pemilih. 

 Namun demikian, keberadaan baliho dan APK lainnya di ruang publik menjadi 

indikator keseriusan kandidat dalam mengikuti pemilihan, sekaligus membangun objek 

visual yang konsisten di benak masyarakat. Strategi pemasangan APK melibatkan 

pemetaan sosial, pemanfaatan relasi, penempatan di lokasi strategis, serta penentuan 

branding diri yang tepat sesuai karakteristik pemilih setempat. Meskipun biaya 

produksi dan distribusi APK cukup tinggi, efektivitasnya dalam membangun citra 

kandidat dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat tetap diakui oleh para 

kandidat, baik yang menang maupun yang kalah. Selain itu, dalam konteks masyarakat 

yang masih mengedepankan nilai kearifan lokal dan interaksi tatap muka, APK menjadi 
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media utama dalam memperkenalkan kandidat. Sementara media sosial mulai 

digunakan, penetrasinya masih terbatas dan belum mampu menggantikan peran APK 

secara signifikan di daerah seperti Kecamatan Purba. Dengan demikian, APK, 

khususnya baliho, tetap menjadi ujung tombak strategi kampanye legislatif, berperan 

vital dalam memperkuat branding kandidat, membangun komunikasi politik, dan 

meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi lokal. 

Berdasarkan pendekatan teori komunikasi politik dan temuan lapangan pada 

Pemilu Legislatif 2024 di Kecamatan Purba, dapat disimpulkan bahwa baliho sebagai 

alat peraga kampanye (APK) masih menjadi media komunikasi politik yang sangat 

efektif, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses digital. Baliho berperan penting 

sebagai sarana visualisasi politik yang mudah diakses masyarakat, berfungsi sebagai 

media informasi, pencitraan, dan komunikasi simbolik yang membangun kedekatan 

antara kandidat dengan pemilih. Penggunaan baliho oleh para calon legislatif 

menunjukkan bahwa mereka sadar akan pentingnya membangun citra diri dan 

menyampaikan pesan politik secara langsung kepada masyarakat. Pesan yang 

disampaikan melalui baliho tidak hanya informatif, tetapi juga persuasif dan dikemas 

secara visual untuk membentuk persepsi serta simpati masyarakat. Penempatan baliho 

di titik-titik strategis memperkuat efektivitasnya sebagai media komunikasi politik 

utama di Kecamatan Purba. 

Efek komunikasi politik dari baliho terutama terlihat pada peningkatan 

pengetahuan dan ketertarikan masyarakat terhadap kandidat. Namun, pengaruh baliho 
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terhadap perilaku memilih (efek behavioral) masih bervariasi, tergantung pada tingkat 

rasionalitas dan literasi politik pemilih. Secara keseluruhan, baliho terbukti mampu 

meningkatkan partisipasi pemilih dan memperkuat proses pendidikan politik di 

masyarakat, menjadikan teori komunikasi politik Dan Nimmo relevan dalam 

menjelaskan praktik kampanye di daerah ini. 

4.2 Saran 

 Berdasarkan temuan-temuan dari penelitian tentang baliho sebagai alat peraga 

kampanye dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Purba 

Kabupaten Simalungun Sumatera Utara pada pemilihan legislatif, berikut ini adalah 

beberapa saran yang diharapkan dapat memeberikan kontribusi positif dalam 

peningkatan partisipasi politik masyarakat: 

1. Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu): 

Diharapkan agar KPU dan Bawaslu, sebagai lembaga penyelenggara dan 

pengawas pemilu, memperkuat pengawasan serta implementasi regulasi terkait 

pemasangan Alat Peraga Kampanye, khususnya baliho, agar sepenuhnya sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam PKPU No. 15 Tahun 2023 dan peraturan terkait lainnya. 

Selain itu, pengawasan juga harus mempertimbangkan aspek estetika kota dan dampak 

lingkungan, karena pemasangan yang semrawut atau sembarangan dapat merusak tata 

ruang, mengganggu pandangan lalu lintas, dan mencemari visual publik. Sosialisasi 

terhadap aturan kampanye harus ditingkatkan secara aktif dan berkelanjutan kepada 



87 
 

 
 

para kandidat dan tim suksesnya agar mereka memahami konsekuensi hukum dan etika 

dari setiap tindakan kampanye, termasuk pemasangan APK. 

2. Kepada para kandidat dan partai politik: 

Disarankan agar para calon legislatif dan partai politik tidak hanya 

mengandalkan baliho sebagai media kampanye utama, tetapi menggabungkannya 

dengan strategi komunikasi politik yang lebih partisipatif dan adaptif, seperti 

kunjungan langsung ke masyarakat (door to door), forum dialogis, diskusi kelompok 

kecil, dan kegiatan sosial berbasis komunitas. Di sisi lain, dalam menghadapi era digital 

yang semakin dominan, penggunaan media sosial seperti Facebook, Instagram, atau 

WhatsApp Group perlu dimaksimalkan untuk menjangkau pemilih muda dan pengguna 

internet aktif. Sinergi antara media tradisional dan digital akan meningkatkan 

jangkauan, kredibilitas, dan fleksibilitas kampanye politik, sehingga pesan politik tidak 

hanya tersampaikan luas, tetapi juga dipahami dan diterima secara lebih mendalam. 

3. Kepada masyarakat Kecamatan Purba: 

Diharapkan agar masyarakat Kecamatan Purba dapat menjadi pemilih yang 

aktif, cerdas, dan kritis dalam menerima dan menyaring berbagai informasi politik yang 

diterima, khususnya dari alat peraga kampanye seperti baliho, spanduk, dan poster. 

Masyarakat perlu membudayakan kebiasaan untuk tidak langsung menerima informasi 

secara mentah, tetapi melakukan verifikasi terhadap latar belakang kandidat, integritas 

pribadi, dan rekam jejak kinerja sebelumnya jika pernah menjabat.  
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4. Penelitian Lebih Lanjut: 

 Studi mendalam tentang baliho dalam meningkatkan partisipasi politik 

masyarakat perlu terus dikembangkan untuk memahami tantangan serta peluang yang 

ada, termasuk strategi lainnya terhadap partisipasi memilih masyarakat Kecamatan 

Purba. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat lebih rasional dalam 

memilih calon kandidat legislatif, serta berkontribusi dalam pemilihan umum di 

Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun. 
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Transkip Wawancara 

• Calon Anggota Legislatif  Yang Menang 

1. Menurut anda, sejauh mana pengaruh baliho dalam meningkatkan 

efektifitas politik masyarakat? 

2. Selain menggunakan baliho, strategi kampanye apa yang anda gunakan? 

3. Apa strategi utama Anda dalam kampanye Pemilu 2024, dan sejauh 

mana peran baliho dalam strategi tersebut? 

4. Apakah Anda berencana untuk terus menggunakan baliho sebagai 

media komunikasi politik di masa mendatang? Mengapa? 

5. Dalam pemasangan baliho yang dialakukan oleh timses apakah ada 

arahan ke suatu tempat? Dan mulai kanpan sih baliho tersebut mulai 

dipasang? 

6. Pada saat masa tenang apa yang dilakukan oleh caleg dan timsesnya 

terhadap baliho, apakah dibuka atau tetap terpasang? 

7. Paska pemilu apa yang dilakukan terhadap baliho yang telah dipasang?  

 

• Calon Anggota Legistaif Yang Kalah 

1. Menurut Anda, apakah baliho memberikan dampak yang signifikan 

terhadap elektabilitas calon legislatif? 

2. Menurut Anda, apakah faktor kekalahan Anda lebih disebabkan oleh 

kurangnya eksplor kampanye, termasuk melalui baliho, atau faktor lain 

seperti program kampanye? 

3. Apa saja strategi kampanye yang Anda gunakan dalam Pemilu 2024, 

dan bagaimana peran baliho dalam strategi tersebut? 

4. Menurut Anda, apakah jumlah, desain, atau lokasi pemasangan baliho 

memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil pemilu? 

5. Dalam pemasangan baliho yang dialakukan oleh timses apakah ada 

arahan ke suatu tempat? Dan mulai kanpan sih baliho tersebut mulai 

dipasang? 

6. Pada saat masa tenang apa yang dilakukan oleh caleg dan timsesnya 

terhadap baliho, apakah dibuka atau tetap terpasang? 

7. Paska pemilu apa yang dilakukan terhadap baliho yang telah dipasang?  

 

• KPU 

1. Bagaimana regulasi KPU terkait penggunaan baliho sebagai alat peraga 

kampanye dalam Pemilu 2024? 

2. Seberapa besar peran KPU dalam mengatur jumlah, ukuran, dan lokasi 

pemasangan baliho di Kecamatan Purba? 



 
 

 
 

3.  Apakah ada batasan tertentu yang ditetapkan KPU bagi calon legislatif 

dalam penggunaan baliho? 

4. Bagaimana KPU melihat efektivitas baliho dalam meningkatkan 

kesadaran politik dan partisipasi pemilih? 

5. Apakah kpu melaksanakan sosialisasi tentang pemasangan alat peraga 

kampanye kepada caleg? Apakah jika melangggar akan dikenakan 

sanksi? 

 

• Untuk Warga Masyarakat (Pemilih) 

1. Dari mana Anda pertama kali mengetahui tentang calon legislatif di 

daerah Anda? 

2. Apakah Anda pernah melihat baliho calon legislatif selama masa 

kampanye? Di mana biasanya Anda melihatnya? 

3. Apakah isi atau desain baliho berpengaruh terhadap keputusan Anda 

untuk memilih? Mengapa? 

4. Apakah menurut Anda baliho membantu mengenal calon dan program 

kerjanya? 

5. Apakah baliho membuat Anda merasa lebih dekat atau akrab dengan 

sosok calon tertentu? 

6. Sejauh mana baliho memengaruhi keputusan Anda dalam memilih di 

Pemilu 2024? 

7. Menurut Anda, apakah baliho lebih efektif daripada media sosial atau 

kampanye langsung? 

8. Apakah Anda ikut memilih pada Pemilu 2024? Jika ya, apakah baliho 

turut memengaruhi keputusan tersebut? 

9. Selain baliho anda memilih caleg dikarenakan apa? 

 



 
 

 
 

Rekapitulasi DPT di Kabupaten Simalungun 
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